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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa,
atas kuasanya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN)
Aceh telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2023. Hal ini
merupakan wujud pertanggungjawaban keberhasilan kinerja Kanwil DJKN Aceh atas
pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah
diberikan kepada Kanwil DJKN Aceh selama tahun 2023.

Laporan Kinerja disusun sebagai implementasi Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 dilakukan berdasarkan
hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan
pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja Kanwil DJKN Aceh.
Sebagaimana penetapan IKU Kemenkeu Two pada Kanwil DJKN Aceh Tahun 2023,
maka rata-rata capaian IKU Kanwil DJKN Aceh Tahun 2023 (Nilai Kinerja Organisasi)
adalah sebesar 114,18% yang berasal dari rincian 9 Sasaran Strategis (SS) dengan
20 IKU dengan 4 Sub-IKU. NKO Tahun 2023 mengalami pertumbuhan positif
dibandingkan dengan Tahun 2022 (113,91%). Hal tersebut menandakan upaya luar
biasa dari Kanwil DJKN Aceh dalam mencapai target dan upaya perbaikan terus
menerus demi menuju kesempurnaan sesuai dengan nilai-nilai Kementerian
Keuangan.

Laporan Kinerja Tahun 2023 merupakan media pertanggungjawaban atas
mandat dan capaian kinerja yang telah ditetapkan, serta menjadi sarana evaluasi atas

pencapaian kinerja dan umpan balik bagi langkah perbaikan di masa mendatang.

Banda Aceh, Februari 2023
Kepala Kantor,

Nofiansyah




RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan good governance dilaksanakan untuk mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung
jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), perlu diterapkannya prinsip-
prinsip kepemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme yang terdiri dari prinsip/asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan
negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan,

asas proporsionalitas, asas

profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Berdasarkan evaluasi kinerja Tahun 2023, secara keseluruhan kinerja Kanwil DJKN
Aceh yang terdiri 9 Sasaran Strategis (SS) dengan 20 IKU dengan 4 Sub-IKU, sudah

memenuhi ekspektasi (berstatus hijau). Nilai Kinerja Organisasi (NKO) adalah sebesar

114,18%. Pencapaian target dan realisasi IKU tahun 2023 secara ringkas, yaitu:

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi %

1. Peningkatan Kontribusi Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan 100% 132,63% 120%
Kekayaan Negara dan Kekayaan Negara dan Lelang
Lelang Terhadap Persentase produktivitas lelang 80% 121,11% 120%
Perekonomian yang Indeks Integritas 88,67 89,17 | 100,56%
Akuntabel, Inklusif, dan
Berkelanjutan

2. Pengelolaan Kekayaan Persentase Realisasi Pokok Lelang 100% 104,44% 104,44%
Negara dan Lelang yang
Memenuhi Harapan Persentase Penurunan Outstanding Piutang 100% 124,80% 120%
Pengguna Jasa Negara

3. Pengelolaan Kekayaan Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan 68% 71,35% 104,92%
Negara yang Optimal SBSK

Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan 100% 123,37% 120%
(Sesuai Target Kriteria)

Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang 100% 103,33% | 103,33%
Negara (BKPN)

4. Pelaksanaan Penilaian Deviasi ketergunaan hasil penilaian 25% 0,05% 120%
yang Akuntabel dan Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian 70% 89,41% 120%
Profesional yang Agile, Efektif, dan Efisien

5. Penerapan Tata Kelola Persentase Implementasi Digitalisasi Pelayanan 90% 100% 111,11%
Kekayaan Negara dan Lelang
Lelang yang Efektif Persentase Pelaksanaan lelang e-auction dan e- 94% 100% 106,38%

conventional auction (sub-IKU)

Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang 86% 100% 116,28%
Online (sub-IKU)

Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) 100% 112,44% 112,44%

6. Pengawasan dan Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut 86% 93,31% 108,50%
pengendalian Kekayaan | Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara
Negara yang efektif

7. Penguatan Tata Kelola Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan 3,55 4,8 120%
dan Budaya Kerja
Kemenkeu Satu dalam Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah 90% 100% 111,11%
Ekosistem Kolaboratif Persentase pengembangan kompetensi pegawai 100% 120% 120%

(30 JP)

8. Penguatan Pengelolaan Indeks Kinerja kualitas Pelaksanaan Anggaran 100 119,33 119,33%
Keuangan dan BMN
yang Optimal Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan 100% 230% 120%

Pengadaan
Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN 15% 0,01% 120%

9. Penguatan Indeks Pengendalian Internal dan Kualitas 70 89,89 120%

Pengawasan- Manajemen Kinerja dan Risiko




Pengendalian Internal Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang 60 86,51 120%
yang Efektif Efektif (sub-IKU)
Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas 80 93,26 116,58%

Manajemen Risiko (sub-IKU)

Penjabaran terkait Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kanwil DJKN Aceh

akan tergambar pada setiap bab dalam Laporan Kinerja ini.



BAB |
PENDAHULUAN

A. Umum

Sebagai salah satu unit di lingkungan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai peran strategis dalam merumuskan dan
melaksanakan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan,
kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan
tugas tersebut, DJKN dituntut untuk melaksanakan dengan prudent, transparan,
akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Asas good governance sebagai salah satu azas penyelenggaraan yang tercantum
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku.
Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan
Kinerja (LAKIN).

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Aceh sebagai
salah satu instansi vertikal yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
juga bertanggungjawab menyusun LAKIN Tahun 2022 sebagai pertanggungjawaban
Kanwil DJKN Aceh dalam pencapaian tujuan/sasaran strategis organisasi. Berikut ini
gambaran umum dari Kanwil DJKN Aceh sebagai instansi vertikal di lingkungan Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara yang meliputi tugas pokok dan fungsi organisasi, struktur

organisasi dan peran strategis Kanwil DJKN Aceh.

B. Tugas dan Fungsi

Kantor Wilayah DJKN Aceh merupakan instansi vertikal di lingkungan Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Adapun tugas dan fungsi Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal

DJKN adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian,



evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Kanwil DJKN menyelenggarakan fungsi:

10.
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Dalam

pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang
kekayaan negara;

pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pengurusan
piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;

pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas penatausahaan,
penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;

pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di
bidang penilaian;

pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi, dan
verifikasi lelang serta pengembangan lelang;

pemberian pelayanan advokasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan
informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
pembinaan terhadap Penilai, Jasa Lelang, dan Profesi Lelang;

penyiapan bahan bimbingan dan evaluasi kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna
Jasa;

pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang
negara, penilaian, dan lelang;

. pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; dan

. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Kanwil DJKN Aceh senantiasa

berpegang teguh pada visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu:

‘Menjadi Pengelola Kekayaan Negara Yang Profesional Dan Akuntabel Dalam

Rangka Mendukung Visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan

Negara Untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia Yang Produktif, Kompetitif,

Inklusif, dan Berkeadilan, Serta Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat di
Lingkungan Kanwil DJKN Aceh”

C. Struktur Organisasi Kanwil DJKN Aceh

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang

Organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan, Kanwil DJKN

Aceh memiliki 2 (dua) kantor operasional yang aktif, yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe. Selain memiliki
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kantor operasional, strutur organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Aceh terdiri dari:

Bagian Umum;

Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara;

Bidang Penilaian;

Bidang Piutang Negara;

Bidang Lelang;

Bidang Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi;

N o g bk~ w0 Db =

Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1
Bagan Organisasi Kantor Wilayah Ditjen Kekayaan Negara

Wilayah kerja Kanwil DJKN Aceh meliputi seluruh wilayah Propinsi Aceh yang terdiri dari
23 Kabupaten/Kota yang terbagi dalam wilayah kerja KPKNL Banda Aceh dan KPKNL

Lhokseumawe. Adapun peta wilayah kerja Kanwil DJKN Aceh adalah sebagai berikut:

Gambar 1.2
Peta Wilayah Propinsi Aceh




Wilayah kerja KPKNL Banda Aceh, meliputi:

1. Kota Banda Aceh 9. Kab. Aceh Singkil

3. Kota Sabang 10. Kab. Aceh Jaya

4. Kab. Pidie 11. Kab. Aceh Barat Daya
5. Kab. Pidie Jaya 12. Kab. Simeulue

6. Kab. Aceh Besar 13. Kota Subulussalam

7. Kab. Aceh Barat 14. Kabupaten Nagan Raya
8. Kab. Aceh Selatan

Wilayah kerja KPKNL Lhokseumawe, meliputi:

1. Kota Lhokseumawe 6. Kab. Aceh Tenggara
2. Kab. Aceh Utara 7. Kab. Bireuen

3. Kab. Aceh Tengah 8. Kota Langsa

4. Kab. Aceh Timur 9. Kab. Bener Meriah
5. Kab. Aceh Tamiang 10. Kab. Gayo Lues

Kanwil DJKN Aceh didukung oleh 36 orang pegawai dari berbagai bidang keahlian seperti
ekonomi, akuntansi, manajemen, hukum, dan lainnya. Komposisi pegawai berdasarkan

tingkat jabatan, golongan, pendidikan, dan gender adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Kanwil DJKN Aceh Berdasarkan Jabatan dan Golongan

No Jabatan Golongan Jumlah

Pelaksana

Eselon IV

Eselon Il

-----




Tabel 1.2

Komposisi Pegawai Kanwil DUKN Aceh Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan

Komposisi Pegawai Kanwil DJKN Aceh Berdasarkan Gender

Tabel 1.3

Golongan

Jumlah

Laki-laki -

Perempuan -

-

7
10

Tabel 1.4

20
5
25

29
12
41

Komposisi Pegawai Kanwil DJKN Aceh Berdasarkan Kelompok Umur dan Golongan

No

Kelompok Umur

18 — 30 tahun
31 — 40 tahun
41 — 50 tahun
di atas 50 tahun

Jumlah

Jabatan Fungsional

Juru Sita
Pejabat Fungsional Pelelang

Pejabat Fungsional Penilai

Tabel 1.5

Golongan

10

12

26

Komposisi Tenaga Fungsional Pada Kanwil DJKN Aceh

Jumlah

Jumlah

12
13
11

41




“ Pemeriksa

D. Isu Strategis

a. Percepatan sertifikasi BMN berupa tanah Tahun 2023 di Lingkup Kantor Wilayah
DJKN Aceh dengan target sebanyak 3.530 bidang. Realisasi sampai Q4
pensertipikatan BMN berupa tanah mencapai 3.783 bidang, capaian tersebut
melebihi dari target bidang tanah yang telah ditargetkan di tahun 2023.

b. Pencapaian realisasi Pokok Lelang Tahun 2023 dari target Rp. 169.700.000.000,00
pada Q4 berhasil memperoleh realisasi sebesar Rp. 220.598.162.962,00. Hal
tersebut mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi dari pokok lelang yang
ditargetkan, meskipun dengan penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di
Provinsi Aceh yang secara aktif telah dilaksanakan.

c. Realisasi Penerimaan Negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
yang berasal dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (PNBP BMN, Piutang
Negara, dan Lelang) di lingkungan Kanwil DUKN Aceh Tahun 2023, dari Target
sebesar Rp27.262.715.166,00 berhasil memperoleh realisasi sebesar
Rp33.529.461.192,00.

d. Crash Program sesuai dengan undang-undang APBN tahun 2023 yang mendukung
Program Pemulihan Ekonomi Nasional, di lingkungan Kanwil DJKN Aceh
memberikan kontribusi signifikan. KPKNL Banda Aceh dari target 9 BKPN berhasil
menyelesaikan 26 BKPN (288,89%), sedangkan KPKNL Lhokseumawe dari target
8 BKPN berhasil menyelesaikan 9 BKPN (112,50%).

E. Sistematika Laporan
1. Ikhtisar Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan
dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapai dalam mencapai

tujuan dan sasaran, serta langkah antisipatifnya
2. Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada
aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang

sedang dihadapi organisasi.
3. Bab Il. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2023.

. _____________________________________________________________________________________________|
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4. Bab lll. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil
pengukuran Kkinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2) Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan
tahun 2022;

3) Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

4) Menganalisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

5) Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

6) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah
disusun dalam pencapaian kinerja (dengan memperhatikan rencana aksi
yang telah diupload ke aplikasi e-sakip); dan/atau

7) Rencana aksi ke depan.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah
digunakan untuk mewujudkan kinerja Kanwil DJKN Aceh sesuai dengan

dokumen Perjanjian Kinerja.
5. Bab IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Kanwil DJKN Aceh

serta langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pada tahun 2023.
6. Lampiran
1) Perjanjian Kinerja

2) Lain-lain yang dianggap perlu

10



BAB I
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020 — 2024 ditetapkan
dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 tanggal 29
Agustus 2020 memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan
digunakan untuk mengantisipasi kondisi masa depan sehingga dapat mencapai target
yang diinginkan. Kantor Wilayah DJKN Aceh memiliki visi yang sama dengan Direktorat

Jenderal Kekayaan Negara untuk tahun 2020-2024 yaitu

‘Menjadi Pengelola Kekayaan Negara Yang Profesional Dan Akuntabel Dalam
Rangka Mendukung Visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan
Negara Untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia Yang Produktif, Kompetitif,

Inklusif, dan Berkeadilan, Serta Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat di

Lingkungan Kanwil DJKN Aceh’.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka Kanwil DJKN Aceh menetapkan

misi seperti yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu:

1.1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;

1.2.  Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;

1.3.  Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;

1.4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam
berbagai keperluan.

1.5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif
sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan

masyarakat.

Penjabaran atas misi tersebut ditetapkan dalam suatu bentuk tujuan yang memiliki
korelasi dengan misi yang telah dinyatakan sebelumnya. Tujuan Kanwil DJKN Aceh
sebagaimana tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:
a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat
finansial dan sosial;
b. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya,;
Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;

d. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien;
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Dalam kurun waktu 2020-2024, Kanwil DJKN Aceh mempunyai arah kebijakan yang
dapat mendorong peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara secara profesional
dan akuntabel demi terwujudnya visi dan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Arah
kebijakan dan strategi Kanwil DJKN Aceh tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung

pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat

finansial

Kondisi yang ingin dicapai dalam Pengelolaan Kekayaan Negara yang lebih efisien
dan efektif dan optimal serta pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan

manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya.
Adapun strategi yang untuk mewujudkannya adalah :

a. Rekonsiliasi dan pemutakhiran data piutang negara seluruh K/L;
Optimalisasi pengelolaan piutang negara;

c. Penguatan regulasi di bidang kekayaan negara melalui penyusunan RUU
Pengelolaan Kekayaan Negara;

d. Penyederhanaan regulasi di bidang Pengelolaan BMN dengan tetap menjaga
akuntabilitas.

Adapun strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi pengelolaan investasi

pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya adalah:

a. Peningkatan kapasitas SDM, perbaikan bisnis proses dan perangkat analisis

Investasi Pemerintah;

b. Cross function unit vertikal DJKN/Kementerian Keuangan (DJP/DJBC/DJPB) dan

SMV Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan program kerja SMV.

2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka Pelayanan lelang yang modern dan

terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal.

Adapun strategi yang dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan lelang yang optimal

adalah :

a. Pelaksanaan e-Auction yang mengakomodasi prinsip-prinsip e-commerce baik
secara mandiri atau bekerja sama dengan perusahaan start-up di bidang
marketplace.

b. Pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang lelang dengan

kemampuan teknologi informasi yang andal dan modern;
- -]
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3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka pelayanan penilaian yang akuntabel dan

efisien adalah penilaian yang berkualitas.

Adapun strategi yang dilakukan untuk penilaian yang berkualitas antara lain:

a. Pengembangan sistem informasi penilaian yang terintegrasi dengan instansi
terkait secara nasional yang dapat digunakan dalam pengelolalan kekayaan
negara;

b. Peningkatan kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah.

4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan birokrasi dan layanan publik

DJKN yang agile, efektif, dan efisien adalah:

a. Organisasi dan SDM yang optimal;
b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambabh;
d. Komunikasi publik yang efektif.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai organisasi dan SDM yang optimal adalah:
a. Restrukturisasi dan penajaman tugas dan fungsi unit kerja DJKN;
b. Penguatan penyedia tenaga fungsioanl dan professional bersertifikasi;
c. Pembentukan unit pengelola BMN Hulu Migas.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai sistem informasi yang andal dan terintegrasi
adalah:
a. Transformasi digital manajemen asset dengan mewujudkan IT-Based Service

Kekayaan Negara;

b. Pengembangan pusat data yang integrative dan andal untuk berbagai kepentingan;
c. Peningkatan kapabilitas tata Kelola TIK DJKN.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai pengendalian dan pengawasan internal
yang bernilai tambah adalah penguatan unit kepatuhan internal di Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai komunikasi publik yang efektif adalah

peningkatan kapabilitas dan tata Kelola kehumasan.
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Perjanjian Kinerja

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, telah
dirumuskan dalam sasaran strategi Kanwil DJKN Aceh Tahun 2023 yang tertuang dalam
bentuk peta strategi Kanwil DUKN Aceh.

Gambar 2.1
Peta Strategi Kanwil DJKN Aceh Tahun 2023
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Berdasarkan Strategy Map Kemenkeu-Two Kanwil DJKN Aceh Tahun 2023,
menerapkan 4 perspektif, 9 Sasaran Strategis (SS) dengan 20 IKU dengan 4 Sub-IKU.
Berikut ini merupakan Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kanwil
DJKN Aceh beserta target yang telah ditetapkan untuk tahun 2023.

Stakeholder Perspective (30%)

Merupakan perspektif yang berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar
dinilai berhasil oleh stakeholder. Dalam perspektif ini terdapat 1 sasaran strategis, yaitu
Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang

Inklusif dan Berkelanjutan.

Sasaran Strategis 1: Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang

Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan

Sesuai ketentuan dalam Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang
Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik
negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang
negara, dan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dapat dikatakan optimal apabila kegiatan pengelolaan
Barang Milik Negara, Kekayaan Negara Lain-lain, Kekayaan Negara Dipisahkan, Piutang
Negara, dan Lelang terutilisasi sesuai potensi tertinggi dan terbaiknya, sehingga mampu
meningkatkan kontribusi penerimaan negara.

Selain itu, Peningkatan kondisi ekonomi negara disertai pula dengan peningkatan
jumlah penerimaan dan belanja negara dalam APBN yang berdampak pada
meningkatnya jumlah aset yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Peningkatan aset
negara juga didorong oleh kebijakan pembangunan infrastruktur publik yang masif. Oleh
karena itu, Tujuan pengelolaan kekayaan negara yang optimal menjadi komitmen dalam
kontribusi terhadap kondisi perekonomian negara

Sasaran strategis ini mempunyai 3 Indikator Kinerja Utama, sebagaimana terlihat

dalam tabel dibawah ini.

Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.1

Indikator Kinerja SEIETY Target
Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan | Persentase 100
Kekayaan Negara dan Lelang
Persentase Produktivitas Lelang Persentase 80
Indeks Integritas Indeksasi 88,67




Customer Perspective (20%)

Merupakan perspektif yang berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar
dinilai berhasil oleh customer. Dalam perspektif ini terdapat 1 sasaran strategis, yaitu

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa.

Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi

Harapan Pengguna Jasa.

Pengelolaan Kekayaan Negara dan lelang yang optimal harus mengedepankan sisi
implementasi pada pelaksanaan tugas pelayanan terhadap pengguna jasa. Dalam
pelaksanaakompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi
kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok
lelang, PNBP lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan
lelang oleh KPKNL (Pejabat Fungsional Pelelang), Pejabat Lelang Kelas Il dan
Pegadaian, perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat

optimalisasi penyelenggaraan lelang.

Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.2

Indikator Kinerja SEVIED) Target
Persentase Realisasi Pokok Lelang Persentase 100
Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara | Persentase 100

Internal Process Perspective (25%)

Berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan
yang dilaksanakan. Adapun sasaran strategis dalam perspektif ini terdiri dari Pengelolaan
Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal, Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan
Profesional, Penerapan tata kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif, Edukasi

yang efektif, dan Pengawasan dan pengendalian yang efektif.
Sasaran Strategis 3: Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal

Menurut Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang
Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik
negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang
negara, dan lelang.

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi perencanaan, penganggaran,
pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian,

penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian

. _____________________________________________________________________________________________|
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atas BMN, KNL, dan KND. Selain itu, yang termasuk kegiatan pengelolaan kekayaan
negara meliputi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila seluruh BMN, KNL, dan KND
telah terutilisasi sesuai potensi tertinggi dan terbaiknya dan pengelolaan BMN, KNL, KND,

piutang negara, dan lelang mampu mendorong efektivitas, efisiensi, dan penerimaan

negara.
Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.3
Indikator Kinerja Satuan Target
Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan | Persentase 68
SBSK
Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan | Persentase 100

(Sesuai Target Kriteria)

Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang | Persentase 100
Negara (BKPN)

Sasaran Strategis 4 : Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu
objek penilaian pada saat tertentu. Penilaian yang Akuntabel dan Profesional adalah
penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang penilaian dan
yang berlaku umum, diselesaikan sesuai dengan SOP yang berlaku dan dapat
menghasilkan nilai sesuai dengan tujuan penilaian tersebut, serta dapat digunakan oleh
pemohon/pengguna jasa dalam mengambil keputusan pengelolaan terkait aset yang
dinilai.

Sasaran strategis ini mempunyai 2 Indikator Kinerja Utama, sebagaimana terlihat

dalam tabel dibawah ini.

Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.4

Indikator Kinerja SEVIED) Target
Deviasi ketergunaan hasil penilaian Persentase 25
Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian Persentase 70
yang Agile, Efektif, dan Efisien

Sasaran Strategis 5 : Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang
Efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk
menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis,

dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi
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perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan,
pengawasan, dan pengendalian. Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang
dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance)
serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi,
informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. E-auction ini terdiri dari 2 jenis, yaitu
ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih
real time dan terbuka).

Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang
lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan e-auction dapat menjaring peserta lebih
luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat
meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang. Implementasi e-auction meliputi:

1) Pelaksanaan Lelang e-Auction adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang.
2) E-Conventional Auction adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang
memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur

pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan Virtual Account).

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA
BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Bea Lelang dengan MAP: 425782
(PL 1), 425783 (PL Il) dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (PPN) dengan
MAP: 425785 Target Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN adalah 15%

a. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 pada aplikasi Dropbox dengan PNBP
pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi;

b. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi FocusPN dengan PNBP
pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi; dan

c. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425783 pada aplikasi Dropbox dengan PNBP
pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Sasaran strategis ini mempunyai 4 Indikator Kinerja Utama, sebagaimana terlihat

dalam tabel.
Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.5
Indikator Kinerja SEVIED) Target
Persentase Implementasi Digitalisasi Pelayanan | Persentase 90
Lelang
Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e- | Persentase 94
conventional auction (sub-IKU)
Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang | Persentase 86
online (sub-IKU)
Persentase Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) Persentase 100




Sasaran Strategis 6: Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif

Pengelolaan kas negara meliputi perencanaan kas, pengendalian kas, dan
pemanfaatan idle cash, yang dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan kas dalam
jumlah yang cukup. Pengelolaan kekayaan negara meliputi perencanaan dan
penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan;
penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan; dan
pengawasan/pengendalian. Pengelolaan kekayaan negara terdiri dari pengelolaan
barang milik negara, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, dan pengelolaan
kekayaan negara lain-lain. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang
akuntabel dan produktif dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi
serta ketepatan dalam penggunaan dan pemanfaatan. Pembiayaan APBN harus
disediakan dalam jumlah yang cukup ketika diperlukan dan dengan biaya yang efisien
serta tingkat risiko terkendali. Pembiayaan meliputi pembiayaan defisit (deficit financing),
dan pembayaran kembali utang jatuh tempo (debt refinancing). Pengelolaan risiko
keuangan negara tidak hanya terfokus pada risiko fiskal (APBN) saja, akan tetapi
mengelola risiko keuangan negara dengan ruang lingkup yang lebih luas khususnya
terhadap risiko atas aset dan kewajiban pemerintah. Diperlukan suatu strategi
pengendalian yang baik agar risiko keuangan negara tidak terjadi terutama yang dapat
memberikan guncangan terhadap kondisi APBN.

Sebagaimana diatur pada Pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, yang disebutkan bahwa Menteri
Keuangan (dhi. DJKN selaku Pengelola Barang) melakukan pembinaan pengelolaan
Barang Milik Negara dan menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah. Berdasarkan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2017
tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Negara, pembinaan
Pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan;
Penggunaan; Pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian;
Pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; Penatausahaan; dan pengawasan dan
pengendalian.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) pengelolaan BMN merupakan
bagian dari Wasdal BMN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN yang bertujuan
untuk memastikan terselenggaranya Wasdal BMN yang terarah dan berkelanjutan guna
mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal. Wasdal
pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna

Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada
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pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang
dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat
persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola

barang yang dibuktikan dengan dokumentasi.

Sasaran strategis ini mempunyai 1 Indikator Kinerja Utama, sebagaimana terlihat dalam
tabel.

Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.6

Indikator Kinerja Satuan

Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut | Persentase
Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara

Learning and Growth Perspective (25%)

Berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan
sehingga dapat menghasilkan pelayanan proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran
keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Adapun sasaran strategis dalam
perspektif ini terdiri dari SDM yang Kompeten, Organisasi yang Fit For Purpose,
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal, dan Penguatan Tata Kelola

Kehumaan dalam Ekosistem Kolaboratif.

Sasaran Strategis 7: Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu

dalam Ekosistem Kolaboratif

Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif
diharapkan mampu menjadi penompang dan mewadahi serta memfasilitasi kegiatan-
kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan. Dengan
demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel
sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian

Keuangan.

IKU Indeks Efektifitas Ekosistem Kehumasan untuk Kantor Wilayah, terdiri dari 2 unsur
pengukuran, di antaranya:

1. Partisipasi Agenda Setting;

2. Employee Advocacy,

Sinergi antar unit Kemenkeu di wilayah diperlukan dalam rangka menguatkan peran
Kemenkeu dalam menghadapi berbagai isu di level regional dan nasional. Untuk
mendukung sinergi di wilayah, telah ditetapkan 3 Paket Kebijakan terkait Kemenkeu

Kewilayahan, yaitu: 1. Perwakilan Kementerian Keuangan (KMK 394/2022) 2. Regional
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Chief Economist (KMK 395/2022) 3. Sinergi Pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu
(KMK 396/2022) Selain itu, pada tahun 2021 juga telah ditetapkan KMK
210/KMK.01/2021 jo. KMK 669/KMK.01/2022 yang mendukung join program

penerimaan.

Dalam rangka memastikan budaya kerja Kemenkeu Satu terimplementasikan dengan
baik, diperlukan IKU yang mengukur implementasi budaya Kemenkeu Satu di wilayah.
Untuk tahap awal, pengukuran IKU akan difokuskan kepada implementasi kegiatan yang
ada di sekber wilayah, yaitu Join program penerimaan (30%), RCE (35%), dan Sinergi
UMKM (35%). IKU ini akan diterapkan mandatory bagi seluruh Kepala Kantor Wilayah
(Kakanwil) di lingkungan Kemenkeu. Proses penilaiannya adalah tanggung renteng bagi

seluruh Kakanwil di satu Provinsi yang sama.

Sasaran strategis ini mempunyai 3 Indikator Kinerja Utama, sebagaimana terlihat dalam

tabel.
Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.7
Indikator Kinerja SEVIETD) Target
Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan Indeks 3,55
Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah Persentase 90
S’Pe)rsentase pengembangan kompetensi pegawai (30 | Persentase 100

Sasaran Strategis 8: Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal

Penguatan Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan
monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya
dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen
pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan
dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat,
efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah
direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama
satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Pengelolaan BMN yang optimal
apabila seluruh BMN Kemenkeu telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam
pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal

dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola
sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan

. _____________________________________________________________________________________________|
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anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi
output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) meliputi perhitungan terkait
pelaksanaan anggaran yang mencakup Nilai evaluasi kinerja anggaran kementerian
negara/lembaga (SMART DJA) dan Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran
kementerian negara/Lembaga (IKPA DJPB) yang ada pada unit organisasi di lingkungan

Kementerian Keuangan sesuai dengan regulasi nasional.

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2023 berfokus pada proses
pengajuan sertipikasi, pemanfaatan aplikasi BMN dan pemanfaatan aplikasi pengadaan.

IKU diukur dari 3 komponen yakni:

1. Proses Pengajuan Sertipikasi Dalam rangka pengamanan BMN berupa tanah di
Kementerian Keuangan, maka seluruh BMN berupa tanah yang dikuasai
Kementerian Keuangan harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik
Indonesia c.q. Kementerian Keuangan. Komponen ini bertujuan untuk memastikan
BMN berupa tanah di Kementerian Keuangan yang belum bersertipikat telah
diajukan ke Kantor Pertanahan untuk disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik
Indonesia c.q. Kementerian Keuangan.

2. Pemanfaatan Aplikasi BMN Mengukur penggunaan aplikasi BMN (e-sewa BMN) oleh
Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

3. Pemanfaatan Sistem Pengadaan Persentase dukungan ITKP yang dijadikan IKU
Mandatory di tahun 2023 berfokus pada pemanfaatan sistem aplikasi pengadaan
yang terdiri:

a) SiRUP Pemanfaatan SiRUP diukur menggunakan indikator Persentase
Pemanfaatan SiRUP. Indikator ini diukur dari Total Anggaran Belanjan Barang
dan Belanja Modal tahun 2024 yang diumumkan di SiRUP dibandingkan dengan
total anggaran dan belanja modal tahun anggaran 2024 yang menjadi target;

b) e-Tendering Pemanfaatan e-Tendering diukur menggunakan indikator
Persentase Pemanfaatan e-Tendering. Indikator ini diukur dari dari nilai pagu
E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi
dengan data nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada
aplikasi SiRUP;

c) e-Purchasing Pemanfaatan e-Purchasing diukur menggunakan indikator
Persentase Pemanfaatan e-Purchasing. Indikator ini diukur dari Jumlah Paket
e-Purchasing Selesai dibagi Jumlah Paket e-Purchasing Aktif x 100%. Paket

e-Purchasing dinyatakan selesai jika dicatatkan minimal hingga tahapan serah
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terima. Paket aktif adalah paket E-Purchasing yang memiliki status negosiasi,
PPK/Penyedia setuju, kirim, dan selesai;

d) Non e-Tendering dan Non e-Purchasing Pemanfaatan Non e-tendering dan non
e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan Non e-
tendering dan non e-purchasing. Indikator ini diukur dari Persentase dari data
Non E-Tendering dan Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada
aplikasi SPSE dibagi dengan data Non E-Tendering & Non E-Purchasing
(Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP; dan

e) e-Kontrak Pemanfaatan e-Kontrak diukur menggunakan indikator Persentase
Pemanfaatan e-Kontrak. Indikator ini diukur dari Persentase dari data jumlah
paket selesai yang dicatatkan rincian kontrak pada fitur E-kontrak di aplikasi
SPSE dibagi data jumlah seluruh paket yang telah selesai metode pemilihannya
pada aplikasi SPSE. Dengan adanya indikator tersebut diharapkan ITKP target
minimal baik di tahun 2024 dapat tercapai.

Sasaran strategis ini mempunyai 3 Indikator Kinerja Utama, sebagaimana terlihat dalam

tabel.
Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.8
Indikator Kinerja SEVETD) Target
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran Indeks 100
Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan | Persentase 100
Pengadaan
Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN Persentase 15

Sasaran Strategis 9: Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen
penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
dan pemerintahan yang bersih (clean governance). Tata kelola pemerintahan yang baik
dan bersih di Kemenkeu dicerminkan antara lain melalui persepsi atas integritas
organisasi, pemenuhan kriteria zona integritas - wilayah bebas korupsi, dan pencapaian

nilai maturitas penyelenggaraan SPIP yang baik

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan
mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung
maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan
tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna
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layanan dan rekanan suatu institusi. IKU ini bertujuan untuk menilai tingkat integritas di
lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai
(responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu, nilai maturitas penyelenggaraan
SPIP yang baik serta memberikan keyakinan terbatas atas pelaksanaan tugas UKI

apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Organisasi yang kondusif tercermin dengan adanya perilaku anggota organisasi yang
memiliki komitmen kuat terhadap organisasi, hubungan yang harmonis di antara setiap
anggota organisasi, serta motivasi dan etos kerja yang tinggi. Organisasi kondusif dapat
tercipta jika beberapa faktor berikut dapat berjalan dengan baik antara lain pola
komunikasi dan hubungan-hubungan dalam interaksi antarpersonal yang mempengaruhi
suasana kerja; program pengembangan SDM dan kualitas kerja; alur dan prosedur
pelaksanaan kegiatan, model jalur koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan kerja;
mekanisme penyampaian pendapat dan tingkat kebebasan dalam menyampaikan
pendapat; serta program peningkatan kesejahteraan (termasuk pola jenjang Karir).
Dengan organisasi yang kondusif, pencapaian tujuan organisasi akan berjalan dengan
baik.

Sasaran strategis ini mempunyai 3 Indikator Kinerja Utama, sebagaimana terlihat dalam

tabel.
Tabel IKU Kanwil DJKN Aceh pada SS.9
Indikator Kinerja Satuan Target
Indeks  Pengendalian Internal dan Kualitas Indeks 70

Manajemen Kinerja dan Risiko

Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif Indeks 60
(sub-IKU)
Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Indeks 80

Risiko (sub-IKU)

C. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2023, Kanwil DJKN Aceh
berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang
Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian
Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;

2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi maximize semua agar sebanding dengan

yang lainnya;
]
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3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan

oleh Indeks Capaian IKU;

4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi

target;

5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya

ditetapkan sebagai berikut :

a.

Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU

tersebut dikonversi 120%

tersebut tidak dilakukan konversi.

Formulir Pengukuran Kinerja Kanwil DJKN Aceh

. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU

Tahun 2023
No | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target | Realisasi %
2023 2023
1 | Peningkatan 1a-CP | Persentase 100% 132,63% 120
Kontribusi Penerimaan Negara
Kekayaan Negara dari Pengelolaan
dan Lelang Kekayaan Negara dan
Terhadap Lelang
Perekonomian . .
yang akuntabel, 1b-CP | Persentase 80% 121,11% 120
inklusif. dan Produktivitas Lelang
berkelanjutan
1c-CP | Indeks Integritas 88,67 89,17 100,56
2 | Pengelolaan 2a-CP | Persentase Realisasi 100 104,44% 104,44
Kekayaan Negara Pokok Lelang
dan Lelang yang
I\P/Iemenuh| j—|arapan 2b-CP | Persentase Penurunan 100 124,80% 120
engguna Jasa Outstanding Piutang
Negara
3 | Pengelolaan 3a-CP | Tingkat kesesuaian 68 71,35% 104,92
Kekayaan Negara Penggunaan BMN
yang Optimal dengan Standar
Barang dan Standar
Kebutuhan
3b-CP | Persentase Bidang 100 123,37% 120
Tanah Barang Milik
Negara yang
Disertipikatkan (Sesuai
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No | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target | Realisasi
2023 2023
Target Kriteria)
3c-CP | Persentase 100% 103,33% 103,33
Penyelesaian Berkas
Kasus Piutang Negara
(BKPN)
4 | Pelaksanaan 4a-CP | Deviasi Ketergunaan 25% 0,05% 120
Penilaian yang Hasil Penilaian
Akuntabel dan
Profesional 4b-N Rata-rata Indeks 70% 89,41% 120
Penyelesaian Layanan
Penilaian yang Agile,
Efektif dan Efisien
5 | Penerapan Tata 5a-N Persentase 90% 100% 111,11
Kelola Kekayaan Implementasi
Negara dan Lelang Digitalisasi Pelayanan
yang Efektif Lelang
5a1-N | Persentase 94% 100% 106,38
Pelaksanaan Lelang E-
Auction dan E-
Conventional Auction
(sub-IKU)
5b1-N | Persentase 86% 100% 116,28
Pelaksanaan
Permohonan Lelang
Online (sub-IKU)
5b-N Persentase Evaluasi 100% 112,44% 112,44
Kinerja BMN (Portofolio
Aset)
6 | Pengawasan dan 6a-N Tingkat Efektivitas 86% 93,31% 108,50
Pengendalian Pembinaan dan Tindak
Kekayaan Negara Lanjut Persetujuan
yang Efektif Pengelolaan Barang
Milik Negara
7 | Penguatan Tata 7a-CP | Indeks Efektivitas 3,55 4,42 120
Kelola dan Budaya Ekosistem Kehumasan | (Skala
Kerja Kemenkeu 4)
Satu dalam
Ekosistem 7b-N_ | Implementasi Budaya 90% 100% 111,11
Kolaboratif Kemenkeu Satu di
Wilayah
7c-N Persentase 100% 120% 120
Pengembangan
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No | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target | Realisasi
2023 2023
Kompetensi Pegawai
(30 JP)
8 | Penguatan 8a-CP | Indeks Kinerja Kualitas 100% 119,33% 119,33
Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran
Keuangan dan 8b-N Presentase Kualitas 100% 230% 120
BMN yang Optimal Pengelolaan BMN dan
Pengadaan
8n-N | Deviasi Data PNBP 15% 0,01% 120
Fungsional DJKN
9 | Penguatan 9b-N Indeks Pengendalian 70 89,89 120
Pengawasan- Internal dan Kualitas
Pengendalian Manajemen Kinerja
Internal yang Efektif dan Risiko
9b1-N | Indeks Pengawasan 60 86,51 120
dan Pengendalian
yang Efektif (sub-IKU)
9b2-N | Indeks Pengelolaan 80 93,26 116,58

Kinerja dan Kualitas
Mnajemen Resiko
(sub-IKU)
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai capaian kinerja Kanwil DJKN Aceh pada tahun 2023,
yang dilengkapi dengan penjelasan/narasi tentang target, realisasi dan evaluasi untuk
masing-masing IKU. Kemudian akan diuraikan juga mengenai alokasi dan sumber
pembiayaan beserta realisasi anggaran untuk membiayai program yang dijalankan, yang

disertai dengan penjelasan mengenai realisasi anggaran.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah DJKN Aceh tahun 2023 dilakukan dengan
cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)
pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data
bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Wilayah DJKN Aceh adalah

sebesar 114,18%, dengan rincian nilai pada masing-masing perspektif sebagai berikut :

Gambar 3.1
Bagan capaian NKO per perspektif

Selama tahun 2023, semua Indikator Kinerja Utama (IKU) Kanwil DJKN Aceh berjumlah
20 IKU dengan 4 Sub-IKU. Seluruh IKU tersebut berstatus hijau (sesuai ekspektasi)

Berikut penjelasan dari setiap capaian IKU yang merupakan evaluasi dan analisis kinerja
atas 20 IKU dengan 4 Sub-IKU yang dicapai Kanwil DJKN Aceh pada tahun 2023 sesuai
dengan Strategy Map Kemenkeu-Two Kanwil DJKN Aceh.

1. (1a-CP) Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan

Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan

Indikator Kinerja GENEER]

Negara dari Pengelolaan
Kekayaan Negara dan

Kinerja
132,63%

Lelang

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Pasal 28 tentang Kementerian Keuangan,
ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik
negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang

negara, dan lelang.
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Nilai pengelolaan kekayaan negara merupakan nilai penerimaan negara yang telah
masuk ke kas negara dan nilai penghematan belanja yang diperoleh dari hasil
pengelolaan kekayaan negara.

Nilai penerimaan negara pada lingkup kanwil diperoleh dari:

a. PNBP Barang Milik Negara (PNBP BMN)

1) penerimaan dari hasil pemanfaatan Barang Milik Negara yang dikelola oleh
Kanwil DJKN dan KPKNL serta telah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L
bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan.

2) penerimaan dari hasil pemindahtanganan Barang Milik Negara yang dikelola
oleh Kanwil DJKN dan KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada
K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan.

PNBP Piutang Negara (PNBP PN)

penerimaan dari biaya administrasi pengurusan piutang negara

PNBP Lelang (PNBP Lelang)

1) bea lelang;

o

13

2) bea lelang pegadaian;
3) denda keterlambatan penyetoran bea lelang oleh PL Kelas ll/Balai Lelang;

4) biaya permohonan lelang;

)
)
)
5) penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi;
6) pemberian izin operasional Balai Lelang;
7) pengangkatan dan perpanjangan PL Kelas II;

)

8) perolehan kertas sekuriti oleh PL Kelas I, dan
9) penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Berdasarkan komponen tersebut, ruang lingkup capaian pengelolaan kekayaan
negara merupakan rekapitulasi dari capaian IKU pada Kanwil DJKN Aceh dan
KPKNL Banda Aceh serta KPKNL Lhokseumawe dengan metode konsolidasi raw
data adalah sebesar Rp36.158.968.098 dari target sebesar Rp27.262.715.166 atau
dalam capaian persentase sebesar 132,63% dengan rincian per masing-masing

komponen, sebagai berikut :

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi per komponen capaian
Penerimaan dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Tahun 2023

Jenis Capaian Target Realisasi

Capaian PNBP BMN Rp21.600.000.000 Rp27.749.687.437
Capaian PNBP PN Rp37.000.000 Rp140.086.886

. _____________________________________________________________________________________________|
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Rp5.625.715.166 Rp8.269.193.775

Rp27.262.715.166 Rp35.487.400.287

Tabel Simulasi Progress Capaian IKU

"I"’(‘:l“ URAIAN Ve Capaian 01 Capaian G2 Capaian 03 Capaian G4
Sebelum Adendum Adendum | Adendum Il
e e #) 15 U] 13 U]
1 Peeningkatan Kaontribusi Kekayaan Mleqara dan
Lelang Terhadap Perekanomian ang Akuntabel,
Inklusif, dan Berkelanjutan
Persentase Penerimaan Negara dari
B8P A Pengelolaan Kekayaan Neggra dan Lelang EBAILE
TargettRealizasi PNER BMN Rp_21.600.000.000 Rp 2.994.389.304] Rp  8.670.179.264 | Rp 14.290.934.653| Rp 27.7T49.687.437

7 Kanwil Aceh Rp - Fp -|Fp -

; KPEML Banda Aceh Rp 14.100.000.000 Fp  22TTB45.I71) Ap EIB0E0G | Fp 108312955960 | Fip 16,224,338 87
KPENL Lhoksemaue Rp 7.500.000.000 FRp TE541531 | Rp SMIME208 | Fp  DABREILEND | Rp 11521348545
TargetfRealizasi PNEP Piutang Megara Rp 12.000.000) Rp  37.000.000 Rp  16.439.594| Rp 69.030561 [ Rp  106.433.483| Rp 140.086.886

b Kanwil Aceh Rp - Fp -1 Fp -

KPENL Banda Aceh Rp £.500.000 Fp ME47064 | Pp 62299918 | Fp 63625616 | Fp 90931269
KPEMNL Lhoksemawe Rp 3.500.000) Rp  2£.500.000 Rp 1792530 | Rp 790643 | Ap 30080967 | Rp 411617
TargettRealizasi PNEP Lelang Rp_ 3.100.000.000| Rp  5.625.715.166 Rp  287.317177] Rp  4.531.980.864 | Rp G6.831.026.172] Rp  8.269.193.775

a Fanwi Aeeh Rp 10.000.000 Fip -{Fp -|Fp L0
KPEML Banda Aceh Rp 1.550.000.000 Rp 161235543 | Fp E03.272560 | Rp 12257071 | Rp 1959432604
KPENL Lhoksemaue Rp 1540.000.000 | Rp  4.065.715.166 FRp 126041624 | Rp 132470824 | Rp 5.702.455.461 | Rip 6309652561
Jumlah targetirealizasi penerimaan
negara dari pengelolaan keh!aan negara Hp 24.12.000.000 Hp 27.262 15 166 Hp 3.298 146.075 Hp 13.271.250 639 Hp 21.228.394 308 Hp 36.158.968.098

Toral  [danelane
Kanwil Aceh Rp 10.000.000 | Rp 10.000.000 Rp -| Rp - | Rp -| Rp 2610
KPENL Banda Aceh Rp 15.658.500.000 | Rp 15.658.500.000 Rp2.453.729.984 | Rp  7.016.435.523 | Rp 12.030.219.187 | Rp  18.286.768.765
KPEML Lhoksemawe Rp 9.043.500.000 | Rp  11.594.215.166 Rp  844.416.091| Rp 6.254.815.166 | Rp  9.198.175.121|) Rp  17.872.196.723
! Capaian KO 13.35% 48,685 figrx 132 63%

Perbandingan pencapaian target dan realisasi tahun 2023 dengan tahun 2022
secara presentase mengalami pertumbuhan positif. IKU pengelolaan kekayaan

negara ini dalam proses pelaksanaan masih terdapat kendala-kendala, yaitu :

1. Kurangnya pemahaman dari satuan kerja atas peraturan barang milik negara
(BMN) terkait, pemindahtanganan dan pemanfaatan BMN; dan

2. Satuan Kerja melaksanakan pemanfaatan tanpa persetujuan Pengelola Barang.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyelesaian target IKU dimaksud pada
tahun 2023 dengan melakukan:

1. Melaksanakan sosialisasi pengelolaan BMN kepada satuan kerja terkait
pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN;

2. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan BMN melalui kegiatan pengawasan dan
pengendalian BMN; dan

3. Pembinaan kepada Satuan Kerja melalui surat untuk melaksanakan penjualan

BMN dalam kondisi RB melalui lelang.

Mengingat IKU persentase penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan
Negara dan Lelang mempunyai korelasi yang erat dengan aktivitas kantor pelayanan

(KPKNL), maka Bidang Teknis di Kanwil harus terus melakukan pemantauan,
|
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bimbingan/asistensi dan mitigasi secara berkesinambungan guna menghindari tidak

tercapainya capaian kinerja yang telah ditentukan. Namun demikian telah dilakukan

tindakan atas hal dimaksud, yaitu:

1.
2.

Melaksanakan FGD dan atau monev pengelolaan aset

Bimbingan asistensi dan penggalian potensi lelang ke KPKNL Banda Aceh dan
Lhokseumawe

Melakukan koordinasi ke KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe

Rekomendasi rencana Aksi:

. Melakukan koordinasi dengan KPKNL dan satker untuk melakukan optimalisasi

pengelolaan BMN

. Melakukan bimbingan/asistensi ke KPKNL dalam rangka penggalian potensi

‘piutang negara

Melakukan koordinasi dengan KPKNL untuk mengelola pelayanan lelang

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara

Rp40,000,000,000
Rp35,000,000,000
Rp30,000,000,000

Rp25,000,000,000
Rp20,000,000,000
Rp15,000,000,000
Rp10,000,000,000

Rp5,000,000,000

Rp0
2021 2022 2023

B Target W Realisasi

2. (1b-CP) Persentase Produktivitas Lelang

Indikator Kinerja Target Realisasi Kinerja

Persentase Produktivitas Lelang 80% 121,11% 120,00%
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Dalam rangka mengukur ketercapaian sasaran strategi ini, digunakan indikator
persentase produktivitas hasil lelang yang diperoleh dari realisasi jumlah frekuensi
lelang laku secara keseluruhan serta frekuensi lelang laku secara keseluruhan baik
lelang sukarela atau perorangan dengan nilai dibawah atau sama dengan
Rp500.000,00. Adapun persentase ini merupakan jumlah total pada instansi vertical
Kanwil DJKN Aceh yakni KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe.

Kanwil DJKN Aceh selaku Pembina atau superintendent lelang bagi KPKNL Banda
Aceh dan Lhokseumawe memberikan supervise dengan melakukan Sosialisasi dan
konsultasi secara aktif dengan masing-masing satuan kerja dan stakholder terkait
permohonan lelang serta melakukan penggalian potensi lelang kepada

stakeholder/pemohon lelang.

TabelL Simulasi Progress Capaian IKU

Kote URAIAN L Capaan 01 Capaian 2 Capaian @3 R
Sebelum Adendum
oy @ [@ L} ] 0] 19 m
10-CP | PIM |Persentase produktivitas lelang MAXITLK
Target Lelang 80% 2703%
Persentase Proporsi Lot Laku Lelang 40%
KPKNL Banda Aceh A0% 28,69% 31,50% 41,59% 42,00%
Lot Laku Lelang Moneksekusi Sukarela 5% 0,00% 0% 75,68% 86.87%
Lot Laku Lelang Noneksekusi Wajib i 88.37% T8E1% 80.79% 8333%
Lot Laku Lelang Eksekusi HT 5% 12,50% 8,06% 746% 6,86%
Lot Laku Lelang Eksekusi selain HT X% 19.23% 50,00% 5915% 55,29%
KPKNL L 40% 31,50% 31,50% 31,50% 36,83%
Lot Laku Lelang Moneksekusi Sukarela s 0,00% 0,00% 0,00% 40,00%
Lot Laku Lelang Maoneksekusi Waiib 5% 70,00% 78,00% 75,76% 74,85%
Lot Laku Lelang Eksekusi HT 5% 13,79% 1149% 1173% 10,00%
Lot Laku Lelang Eksekusi selain HT X% 32,00% 53,00% 50,65% 5351%
Proporsi Perhi Frekuensi Lelang 60%
KPKNL Banda Aceh 60% 10,28% 21.8™% 54,06% 80,00%
[z Realisasi Frekuensi Lelang 80 179 448 560
|Tnla\ Target Frekuensi Lelang 467 491 495 495
KPKNL L 60% 211% 35,76% 52,76% 83,38%
Jumlah Realisasi Frekuensi Lelang 24 149 255 403
Tatal Target Frekuensi Lelang 53 250 290 290
Capaian IKU
KPKNL Banda Aceh 38.97% 53371% 9565% 122.00%
KPKNL Lhoksemawe 58,67% 67.26% 84.28% 12021%
Capaian IKU - 48.82% 60.32% 89.85% 121.41%
Perbandingan Produktivitas Lelang Kanwil DJKN Aceh
140
120
100
80
60
40
2 I
0

Target Realisasi

B Tahun 2022 ® Tahun 2023

3. (1c-CP) Indeks Integritas

Indikator Kinerja Realisasi Kinerja

Indeks Integritas 88,67 89,17 100,56%
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Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal
maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan
telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang
berlaku. Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan
apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau
kendala. Pengendalian dan pengawasan dapat dikatakan efektif apabila pengawasan
dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi.

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan
mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun
tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas
secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan
rekanan suatu institusi.

IKU ini bertujuan untuk Menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan
berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna

layanan kemenkeu

TabeL Simulasi Progress Capaian IKU

I(z'e R Target 2023 Capan Coin@ Capin 03 Capaian 04
Sehelum Adendum Adendum | Adendum I
mr @ [@ (4 (3 (7 £l (M
1cCP | PIL {Indeks Integritas Max/AVG
lIndks nfegres 8 67 817
Capaian [KU HREF! DN 10056%

4. (2a-CP) Persentase Realisasi Pokok Lelang

Indikator Kinerja Target Realisasi Kinerja

Persentase Realisasi Pokok Lelang 100% 104,44% 104,44%

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target.
Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam
lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga
lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan
penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang
telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu
pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang

dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas |, Pejabat Lelang

. _____________________________________________________________________________________________|
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(PL) Kelas Il dan Pegadaian dalam periode tertentu. Target jumlah pokok lelang pada
Kanwil DJKN Aceh tahun 2023 adalah sebesar Rp233.700.000.000,00 dengan
distribusi target sebagai berikut:

1. KPKNL Banda Aceh Rp73.000.000.000,00

2. KPKNL Lhokseumawe 159.500.000.000,00

Adapun Realisasi Pokok Lelang Tahun 2023 Kanwil DJKN Aceh secara keseluruhan
mencapai Rp244.083.700.456,00 dengan capaian IKU sebesar 104,44%.

Realisasi Pokok Lelang Tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat sebagaimana terlampir.

dalam Miliar Rupiah
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B Target M Realisasi

TabelL Simulasi Progress Capaian IKU

2 Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang
Memenuhi Harapan Pengguna Jasa
2aCP | PM |Persentase Realisasi Pokok Lelang Rp  169.700.000.000 Rp  189.731.999.999) Rp  233.700.000.000| Rp 9.727.327.698| Rp 125997472089 | Rp  197.837.820.502) Rp 244,083.700456
Kamwil Aceh Rp 1.200.000.000 Rp -IRp -[Rp 435000
KPKNL Banda Aceh Rp  73.000.000.000 Rp §.286.325.896 | Rp 22875516.255 | Rp  41.267.127.264 | Rp 71853.085.345
\KPKNLLhoksemawe Rp  95.500.000.000 | Rp  115.531.999.999 | Rp  159.500.000.000 | Rp 3441.001802 | Rp 103.121.955.034 | Rp 156570702238 | Rp  172.230.180.111
Capaian [KU 513% 66,41% 104,21% 104, 44%

Tahun 2023 Lelang kanwil DJKN Aceh menghadapi tantangan yang cukup berat, baik
dari sisi penjual (pemohon lelang) maupun dari sisi pembeli (peserta lelang). Dari sisi
penjual, perbankan di Provinsi Aceh selaku pemohon Lelang Eksekusi Pasal 6
Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) sedang dalam proses untuk melaksanakan

2 konversi, yaitu:
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1. Konversi Perbankan di Provinsi Aceh dari sistem konvensional ke sistem syariah.
Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah
mengamanatkan bahwa semua lembaga keuangan yang beroperasi di Propinsi
Aceh wajib menerapkan prinsip keuangan syariah, selambat-lambatnya 3 tahun
sejak Qanun diundangkan. Proses konversi ini pada praktiknya tidak hanya terkait

sistem namun juga mencakup perjanjian kredit, debitur, maupun SDM.

2. Merger Bank BUMN Syariah. Sesuai dengan program menteri BUMN untuk
melakukan penyederhanaan jumlah BUMN maupun anak perusahaan yang
sejenis, demikian juga dengan Bank Syariah yang proses mergernya dimulai
diakhir tahun 2020. Dalam proses merger ini BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri
(BSM), BNI Syariah, dan BTN Syariah bergabung menjadi satu yaitu Bank Syariah

Indonesia

Dua proses konversi ini menyedot energi yang besar dipihak perbankan sehingga

terjadi penurunan permohonan lelang karena perbankan focus dengan administrasi.

Selain itu, terdapat kendala yang ditemukan di lapangan yaitu seperti rendahnya daya
laku Objek Lelang yang salah satunya disebabkan adanya gugatan2 terhadap proses
lelang sehingga menurunkan minat calon pembeli lelang dan belum adanya Objek
Lelang yang potensial yang memiliki nilai jual maupun nilai pasar yang significant

sehingga mampu mendongkrak capaian PNBP.

Lebih lanjut, Kanwil DUKN Aceh selaku Pembina maupun superintendent mengambil
beberapa langkah diantaranya seperti melakukan monitoring dan evaluasi berkala (per
bulan) secara virtual melalui Aplikasi Zoom, melakukan koordinasi dan penggalian
potensi lelang ke stakholder/ pemohon lelang, mendorong KPKNL dan Pejabat Lelang
Kelas Il untuk menggiatkan Lelang Noneksekusi Sukarela khususnya produk-produk
UMKM sekaligus dapat dijadikan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat umum

tentang keunggulan membeli barang melalui Lelang.

Bidang Lelang Kanwil DJKN Aceh, dengan menggandeng KPKNL Banda Aceh dan
Lhokseumawe, telah mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan berbagai

perbankanterkait selaku pemohon lelang secara daring.

Bidang Lelang Kanwil DJKN Aceh telah melaksanakan kordinasi dan penggalian
potensi Lelang Noneksekusi Waijib Barang Milik Negara (BMN) pada Satker tingkat
Propinsi diantaranya Pemprov Aceh, Polda Aceh, Kejati Aceh, Kanwil Kemenag,

Kanwil BPN, dan Kanwil Kemenkumham.

5. (2b-CP) Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara
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Indikator Kinerja Target Realisasi Kinerja

Persentase Penurunan Outstanding Piutang 100% 124,80% 120%
Negara

IKU Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek
kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Tingkat Penurunan
Outstanding Piutang Negara diperoleh dari penurunan outstanding piutang negara yang
diurus oleh KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe.

Selain itu, sejalan dengan pemulihan ekonomi pada Undang-Undang APBN
Tahun 2023. Crash program melalui PMK No.13/PMK.06/2023 diterapkan, ini merupakan
skema penyelesaian Piutang Negara yang lebih luas. Kantor Wilayah DJKN Aceh beserta
KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhoskeumawe sebagai unit vertikal DJKN dalam
mendukung Crash Program, senantiasa melakukan optimalisasi pengelolaan piutang
negara dengan memberikan informasi, sosialisasi, dan pemetaan terhadap Piutang
Instansi Pemerintah Pusat/Daerah yang memenuhi kriteria yaitu Penanggung Utang
perorangan atau badan hukum/badan usaha dengan sisa kewajiban sampai dengan
sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), pengurusannya telah diserahkan
kepada PUPN, dan telah diterbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara
(SP3N) sampai dengan 31 Desember 2022.

Program keringanan utang melalui Crash Program Tahun 2023 terdapat
keringanan utang bagi Penanggung Utang dengan kategori khusus (diskon 80%), syarat
administrasi lebih dipermudah, dan permohonan Crash Program dapat diajukan oleh

pihak ketiga, merupakan objek Crash Program.

Pada dasarnya selama tahun 2023, terdapat isu utama yakni keberadaan debitur
dan barang jaminan debitur tidak diketahui lokasinya. Hal tersebut berimplikasi terhadap
upaya penurunan outstanding cenderung melalui PSBDT. Oleh karena itu, sebagai solusi
dilakukan pemetaan alamat debitur dan melaksanakan penagihan langsung ke lapangan

serta meningkatkan tahap pengurusan Piutang Negara.

Adapun Target dan realisasi penurunan outstanding Piutang Negara pada Kanwil
DJKN Aceh dapat dirinci sebagai berikut:

1) KPKNL Banda Aceh sebesar Rp2.000.000.000,00, berhasil terealisasi sebesar
Rp2.370.721.977; dan

2) KPKNL Lhokseumawe sebesar Rp2.500.000.000,00, berhasil terealisasi sebesar
Rp3.307.769.740,00
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dalam jutaan rupiah
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B Target M Realisasi

TabeL Simulasi Progress Capaian IKU

20-CP | PIM |Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara MAXITLK
Total Target Persentase Penurunan Outstanding PN | Rp 700.000.000| Rp 4450.000.000( Rp 4550.000.000) Rp 305436512 Rp 2621.358673 | Rp 4.441.781.268() Rp 5678401717
Kanwil Aceh Rp -
KPKNL Banda Aceh Rp 185.000.000 | Rp 2.000.000.000 Rp 203570.076 | Rp 1574.285.186 | Rp 1978502.112 || Rp 2370721977
KPKNL LI Rp 545.000.000 | Rp 2450.000.000 | Rp 2.550.000.000 | Rp 101.866.436 | Rp 1.047.073487 | Rp 2463.279.156 || Rp 3.307.769.740
Capaian KU 43,68% 58,91% 99,82% 124,80%

Dari keseluruhan total realisasi, Kanwil DUKN Aceh pada tahun 2023 mampu
menyelesaikan outstanding Piutang Negara sebesar Rp5.678.491.717,00 dengan nilai
124,80%.

6. (3a-CP) Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Indikator Kinerja Target Realisasi Kinerja

Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN 68% 71,35% 104,92%
dengan SBSK

Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) Barang Milik Negara (BMN)
merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang dalam mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN sesuai dengan
standar. Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar
Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat
kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
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Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara.

Bentuk Optimalisasi Pengelolaan BMN sesuai PP 27 Tahun 2014 jo. PP 28 Tahun

2020:

1. Penggunaan BMN

2. Pemanfaatan BMN

3. Optimalisasi lainnya seseuai PP 27 Tahun 2014 jo. PP 28 tahun 2020, antara lain:
penyerahan ke pengelola sebagai BMN Idle, Rehabilitasi untuk BMN Rusak Berat
(RB), dan Penghapusan.

Pembobotan dilakukan dengan rincian yaitu:

a. Hasil Pengukuran Target NUP/Objek BMN Tahun Berjalan (75%)

b. Hasil Optimalisasi NUP/Objek BMN Pelaksanaan sebelumnya (25%)

Objek Target BMN vyaitu Tanah dan/atau Bangunan/Gedung Kantor, Tanah dan/atau
Rumah Negara/Mess/Asrama/Sejenisnya, Tanah dan/atau bangunan
Pendidikan/Tahanan/Persidangan pada satker Kementerian/Lembaga Target Tahun
berjalan dan Carry Over NUP/Objek BMN Target pada pelaksanaan sebelumnya yang
belum selesai

Capaian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK Tahun 2023 adalah

sebesar 71,35%, hal ini melampaui dari target yang ditetapkan yakni sebesar 68%.

dalam persen
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TabelL Simulasi Progress Capaian IKU

Kode
KU

URAIAN

Target 2023

Sebelum Adendum

Adendum |

Adendum Il

Capaian 1

Capaian B2

Capaian B3

Capaian G4

3
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6]
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JalP

FiL

Tingkat Kezesuaian Penggunaan BMN

dengan SBSK

MAZILK

Target tingkat kesesuaian Penggunazn BN

dengan SBSK

174

#0I¥i0

KPENL Banda Aceh
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24045

BaT8n

kLA

KPENL Lhoksemawe

643

77,86

piiired

73,863

Capaian IKU

ROIVIO!

§6,55%

84,15

.35%

7. (3b-CP) Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan (Sesuai Target Kriteria)
Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan seluruh Barang Milik

. _____________________________________________________________________________________________|
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Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus
disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang
bersangkutan, maka sejak Tahun Anggaran 2013, Pemerintah telah melaksanakan
program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang didukung dengan Peraturan
Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24
Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2023 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas
bidang tanah BMN yang belum bersertipikat (termasuk yang berstatus Bersertipikat
Lainnya), dengan output Sertipikat Hak Pakai (SHP), atau Peta Bidang Tanah (PBT), atau
Produk Lainnya, atau update data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur
Validasi Sertipikasi Tanah (Valserah).

Adapun dalam pelaksanaan sertipikasi tanah BMN yang merupakan tindak lanjut
dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN dimaksud tugas/kewajiban

masing-masing pihak sebagai berikut:
Kendali BPN:

1. Melaksanakan pensertipikatan BMN;
2. Rekapitulasi data BMN berupa tanah yang telah disertipikatkan

Kendali K/L:

Inventarisasi dan identifikasi BMN belum bersertifikat beserta permasalahannya;
Melengkapi persyaratan pensertipikatan BMN;

Menunjukkan letak dan tanda batas tanah;

Menyampaikan rekapitulasi data yang akan disertipikatkan;

Mengajukan permohonan sertifikasi;

Menyusun dan mengajukan anggaran sertifikasi;

N o g bk~ Db~

Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN, paling lambat 1 (satu)

bulan terhitung sejak tanggal diterimanya sertipikat.
Kendali Kemenkeu:

1. Menyimpan asli sertipikat;
2. Updating data BMN yang akan disertipikatkan;
3. Permintaan data BMN bersertipikat kepada BPN;

4. Pengalokasian anggaran sertifikasi
Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

1. Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum
bersertifikat
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2. ldentifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan
dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah,
nilai BMN dan nama pemilik

3. Penyusunan data BMN belum bersertitkat yang diperkirakan dapat disertifikatkan

4. K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN
yang tidak memiliki pernasalahan

5. Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus clean and clear (dokumen
persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memilki permasalahan) kepada BPN untuk
disertifikatkan

6. Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan.

Di Tahun 2023, Kanwil DJKN Aceh mendapatkan target penyelesaian Program
Percepatan Pensertipikatan BMN Berupa Tanah (Program Sertipikasi BMN) sebanyak
3.530 rekomendasi bidang tanah. Mengingat besarnya jumlah target Program Sertipikasi
BMN yang harus diselesaikan tersebut, Kanwil DJKN Aceh perlu melakukan langkah-
langkah progresif koordinatif untuk memastikan penyelesaian target dalam waktu yang
ditentukan. Sebagai upaya percepatan Program Sertipikasi BMN Tahun 2023, KPKNL
Banda Aceh dan Lhokseumawe telah berkoordinasi dengan seluruh satker yang terlibat
agar segera melengkapi dan menyerahkan berkas permohonan sertipikasi BMN.
Menindaklanjuti hasil koordinasi tersebut, beberapa satker telah menyerahkan berkas
permohonan ke KPKNL untuk diverifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, berkas
permohonan disampaikan ke Kantor Pertanahan untuk dilakukan tahapan selanjutnya
yaitu pengukuran. Oleh karena itu, untuk mempercepat proses penyelesaian Program
Sertipikasi BMN, berkas-berkas tersebut perlu segera diserahkan ke Kantor Pertanahan

untuk ditindaklanjuti.

Pada tahun 2023, Kanwil DJKN Aceh berhasil merealisasikan 4.355 dari target 3.530
bidang tanah yang disertifikatkan, dengan capaian sebesar 123,37%.
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Kode
KU

URAIAN

Target 2023

Sebelum Adendum

Adendum |

Adendum Il

Capaian 81

Capaian G2

Capaian B3

Capaian B4

oy

#)

0]

U]

e}

m

P [P Persentase bidang tanah BMMN yang

disertifikatkan [Sesuai Target Kriteria) 4.355,00

MAZITLK 1153

Kanwil Aceh 0

KPKNL Banda Aceh 2.669 1003 2.000 324400

KPKML Lhoksemawe 861 it kit 111,00

Jumlah targethealizasi bidang tanah yang telah 1530 1153 2308 4.355.00

disertifikatkan
12337

Capaian [KU 23,04% 32.66% 67.65%

Meskipun demikian, terdapat kendala yang dihadapi dalam sertipikasi BMN, antara lain:

1. Masih terdapat bidang tanah yang belum dilakukan pengukuran;

2. Masih terdapat kekurangan berkas yang belum disampaikan Satker ke Kantor
Pertanahan;

3. Terdapat berkas permohonan yang belum disampaikan ke Kantor Pertanahan atas
bidang tanah yang mengalami pemecahan;

4. Kepala Desa tidak berkenan menghadiri pengukuran dan menandatangani dokumen

kelengkapan atas beberapa bidang tanah;

Telah terbit SHM/SHP atas bidang-bidang tanah yang menjadi target;

6. Tidak adanya Sertipikat Asli sebagai dokumen yang dibutuhkan dalam penyelesaian
BBSK di beberapa Satker.

o

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan:

1. Rapat Monitoring dan Evaluasi atas Progress Pelaksanaan Program Percepatan
Pensertipikatan BMN Berupa Tanah 2023 secara berkala baik tingkat Satker maupun
KPKNL;

2. Koordinasi dengan Satuan Kerja dan Kantor Pertanahan dengan kunjungan ke
lapangan dan virtual,

3. Melakukan identifikasi bidang-bidang tanah sebagai pengganti target bidang tanah
yang tidak dapat dilanjutkan pensertipikatannya;

4. Koordinasi intensif dengan Satuan Kerja, Kanwil BPN Aceh, dan Kantor Pertanahan.

8. (3c-CP) Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

Persentase 103,33%
Penyelesaian Berkas
Piutang

Kasus
Negara (BKPN)

IKU Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja
pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian
yang sudah lama pengurusannya di PUPN (Umur Piutang sudah lama).

Pada tahun 2023, Kanwil DJKN Aceh berhasil merealisasikan 62 dari 60 BKPN, dengan
capaian sebesar 103,33%.

Terdapat beberapa kendala yang ditemukan diantaranya seperti:

1. keberadaan debitur dan barang jaminan debitur tidak diketahui lokasinya;

2. Penyelesaian target program Crash Program
|
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Kendala tersebut berimplikasi terhadap upaya penyelesaian BKPN cenderung melalui

PSBDT, sedangkan untuk target program crash program diselesaikan dengan pelunasan

oleh debitur

Lebih lanjut, upaya-upaya yang telah dilakukan:

NN =

Memetakan alamat debitur dan Melaksanakan penagihan langsung ke lapangan;

Meningkatkan tahap pengurusan terhadap beberapa debitur;

melaksanakan penagihan langsung kepada debitur saat musim panen;

meningkatkan tahap pengurusan terhadap debitur (Surat Paksa, Surat Perintah

Penyitaan, SPPBS);

5. melaksanakan panggilan penyelesaian piutang terhadap seluruh debitur.
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TabeL Simulasi Progress Capaian IKU

Pt |Persentase Penyelesaian Berkas Kasus
I |Piutang Negara [BKPN)

MAXITLK

L}

62,00

Kanwil Aceh

KPKNL Banda Aeh

30

i

i

3100

KPKML Lhoksemae

30

I

o

3100

TarqetiRealisasi Persentase Penyelesaian Berkas

Kagus Piutang hleqara (BKPH]

60

21

E200

Capaian [KU

8.33%

15,00

78.33%

103.33%

9. (4a-CP) Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Deviasi Ketergunaan

Hasil Penilaian

25%

0,05%

120%

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu

objek penilaian pada saat tertentu.
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Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka
pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek

penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN).

Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi
basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/

pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola
Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang
dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya
0%.

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang
digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang
dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang
terhadap objek BMN yang sama.

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan
penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah
deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya

dimintakan penilaian.

Realisasi deviasi ketergunaan hasil penilaian pada Kanwil DJKN Aceh tahun 2023
sebesar 0,05% dari target 25%.
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B Target M Realisasi
TabeL Simulasi Progress Capaian IKU
"I"’(‘:f URAIAN a2 Capaian &1 Capaian 02 Capaian @3 EeppTEnER
Sebelum Adendum Adendum | Adendum Il
mp @ e (5] 1] m 3 [
i Peelakzanaan Penilaian yang Akuntabel dan
Protesional
4:CP | PN Deviasi ketergunaan hasil penilaian MINITLK
Kanwil Aceh 29% Rtdy 0,003 003 003%
KPKIL Banda Aceh 257 0,09% 0,124 0,103 013
KPKML Lhoksemawe 29% 0,005 0,003 0,003 0,00
TargetFiealizasi Deviasi ketergunaan hasi penilsian 253 0,05% 0,043 0,043 0,055
Capaian IK0 0.05% 0.04% 0,042 0.05%

43




10. (4b-N) Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan

Efisien

Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan 70% 89,41% 120%
Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien

Penilaian yang Akuntabel dan Profesional adalah pelaksanaan penilaian yang
dapat dipertanggung jawabkan dan memenuhi prinsip penilaian. Penilaian yang
akuntabel dan profesional ditandai dengan hasil penilaian yang dapat digunakan dengan
baik dalam rangka Pengelolaan BMN. Penilaian yang Profesional menunjukkan bahwa
Penilaian yang dilakukan oleh Penilai/Tim Penilai ahli sesuai bidangnya dalam
menghasilkan penilaian yang memiliki kualitas tinggi. Pelaksanaan penilaian yang
akuntabel ditunjukkan dengan dapat dipertanggungjawabkannya hasil penilaian melalui
ketergunaannya dalam keputusan Pengelolaan BMN.

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau
suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup penilaian yaitu Penilaian BMN
berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam Dimulainya kegiatan
penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian. Penyelesaian
penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon.
Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari
Surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai
dan disampaikan ke pemohon.

Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan pengumpulan
data dan informasi adalah tahapan dalam kegiatan penilaian dimulai sejak tanggal
naskah dinas penyampaian jadwal pengumpulan data dan informasi sampai dengan
dimulainya pengumpulan data dan informasi Pengaturan sumber daya, koordinasi, dan
persiapan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi, dikecualikan dari perhitungan
Manual IKU ini, dalam hal penilaian memerlukan bantuan tenaga dari unit kerja lain
seperti Direktorat Penilaian, Kanwil DJKN, dan/atau KPKNL yang objeknya berada pada
beberapa lokasi unit kerja lain berada Perhitungan norma waktu dihentikan apabila
Kepala Kantor menerbitkan surat/nota dinas terkait:

1. Permintaan kelengkapan/kelayakan data dan/ atau informasi pada dokumen
administrasi persyaratan permohonan penilaian yang harus dilengkapi dan/atau
dikonfirmasi ke pemohon.

2. Koordinasi pembiayaan penilaian dalam hal anggaran tidak mencukupi dan/atau

tidak tersedia untuk melaksanakan penilaian, atau pelaksanaan Penilaian
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dibebankan pada pemohon sesuai dengan ketentuan namun belum disebutkan
terkait pembebanan biaya dalam permohonan.

3. Ditemukan fakta baru terkait objek Penilaian pada saat pelaksanaan survei
lapangan yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data
(BATKD).

4. Penilai Pemerintah Perorangan/Tim Penilai tidak dapat melaksanakan survei
lapangan karena salah satu di antara kondisi berikut:

a) Pihak yang menguasai objek penilaian tidak kooperatif;

b) Adanya pihak lain yang melakukan tindakan menghambat/ menghalangi;

c) Tidak terjaminnya keamanan/ kesalamatan penilai;

d) Terjadi peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan kahar (force majeure);
dan/atau

e) objek Penilaian tidak dapat diketahui keberadaannya atau tidak dapat
ditemukan. Sehingga terbit Berita Acara Tidak dapat dilakukan Survei
Lapangan (BATSL).

5. Membutuhkan bantuan tenaga penilai dan/ atau bantuan teknis penilaian. Norma
waktu tersebut mulai berjalan kembali saat surat/nota dinas diterima oleh Kepala

Kantor untuk memulai kembali proses penyelesaian permohonan penilaian.

Capaian Tahun 2023 pada Kanwil DJKN Aceh adalah sebesar 89,41% dari target 70%.

TabelL Simulasi Progress Capaian IKU

Kode Target 2023

K Sebelum Adendum Adendum | Adendum Il
my @ Je 14] b} U] 1) [t

Capaian B4

URAIAN Capaian B1 Capaian B2 Capaian B3

w4 [P Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan
Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien

Kanwil Aceh 0% hia 74,002 85,007 90,00%
KPENL Banda Aoeh 0% piifered 34,38% 93.08% 92.21%
KPENL Lhioksemae 0% 4t 84,963 85,963 85.96%

Capatan IKU 91,62% 84 b7 88.01% 89.41%

11. (5a-N) Persentase Implementasi Digitalisasi Pelayanan Lelang

Persentase 90% 100% 111,11%
Implementasi

Digitalisasi
Pelayanan Lelang

E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi,

informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. E-auction ini terdiri dari 2 jenis, yaitu
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ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih
real time dan terbuka).

Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang
lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan e-auction dapat menjaring peserta lebih
luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat
meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang. Implementasi e-auction meliputi:

1. Pelaksanaan Lelang e-Auction adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang.
2. E-Conventional Auction adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang
memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur

pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan Virtual Account).

Definisi Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan pengertian
umum Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun
secara cermat dan rinci (matang). Modul Permohonan Online adalah suatu modul yang
digunakan oleh stakeholder / Pemohon Lelang untuk dapat menyampaikan permohonan
layanan lelang secara online. Melalui modul ini pemohon lelang mengajukan permohonan
lelangnya secara online melalui jaringan internet dengan melampirkan scan dokumen
persyaratan lelang. Pemohon menginput data-data terkait lelangnya ke dalam database
melalui aplikasi ini. Dengan terimplementasikannya permohonan lelang online, maka
penginputan data lelang sebagai salah satu materi dalam info lelang, pencetakan laporan
lelang maupun risalah lelang di KPKNL dapat dilakukan lebih cepat dan secara otomatis
oleh sistem aplikasi. Pelaksanaan implementasi permohonan lelang online dapat
dilakukan untuk jenis lelang Noneksekusi Sukarela, Noneksekusi Waijib dan Eksekusi
yang telah terimplementasi di lelang.go.id.

Capaian Tahun 2023 pada Kanwil DJKN Aceh adalah sebesar 100% dari target 90%.

TabeL Simulasi Progress Capaian IKU

Kode Target 2023
KU Sebelum Adendum Adendum | Adendum I

URAIAN Capaian @1 Capaian B2 Capaian 03 Capaian B4

U]

I 14 A U] 1 ()
Prenerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan
Lelang yang Efektif

=1

Persentase Implementasi Digitalisasi

bl | Pelayanan Lelang

90z

Prergentase pelaksanaan lelang e-zuetion dan e-
i et 3 10472 1 i i

Persentaze Pelaksanaan Permahonzn Lelang

863 100,00:% L3 i i

anfing
_ Capaian IKU[Rata-Rata] 02 100% 1003 1003
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12. (5a1-N) Persentase Pelaksanaan Lelang e-auction dan e-conventional auction (sub-

IKU)

Persentase 94% 100% 106,38%
Pelaksanaan Lelang

e-auction dan e-
conventional auction

E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi,
informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. E-auction ini terdiri dari 2 jenis, yaitu
ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih
real time dan terbuka).

Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih
optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan e-auction dapat menjaring peserta lebih luas
serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat
meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang.

Implementasi e-auction meliputi:

1) Pelaksanaan Lelang e-Auction adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang.

2) E-Conventional Auction adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang
memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur

pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan Virtual Account)

Tujuan e-auction adalah:

1) menghemat waktu, biaya, dan tenaga karena tidak perlu kehadiran di lokasi lelang,

2) memungkinkan peserta lelang dapat mengikuti lelang dimanapun dan kapanpun,

3) menghilangkan intimidasi ataupun kerja sama dalam bentuk negatif,

4) menghasilkan nilai transaksi lelang yang optimal bagi pemohon lelang sekaligus
meningkatkan PNBP lelang, dan

5) perbaikan citra layanan lelang di hadapan para pengguna layanan.

Capaian realisasi frekuensi e-Auction Tahun 2023 pada Kanwil DJKN Aceh (total realisasi
KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe) adalah sebanyak 1.108 frekuensi,
sedangkan untuk e-Conventional auction sebanyak 0 frekuensi. Oleh karena itu, tercapai
kinerja hingga 100%, dari target 94%.
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TabeL Simulasi Progress Capaian IKU

120

100
80
60
40
20

0

2022 2023

B Target M Realisasi

P! | Persentase pelaksanaan lelang e-auction

il I | dan e-conventional auction B

Frekuensi lelang tanpa kehadiran peserta
lelang

il 1108
K.anwil Aceh
KPKML Eanda Aceh 446,00 E50,00
KPKRIL Lhokzemawe 256,00 448,00

Frekuensi lelang dengan kehadiran

peserta lelang yang uang jaminannya 133 322 I} 0

menggunakan ¥A

Kanwil Aceh

KPKHL Banda Aceh & 179 1

KPKRL Lhokzemawe ] id] 1]

Total Realisasi Frekuensi Lelan 127 322 in 1103

Karwil Aceh

KPKML Banda Aceh 7 178 446 EE0

KPKRIL Lhokzemawe i} ] 266 e

Capaian rgalisasi pe}aksanaan lelang e-Buction dan 94z 104.72% 100,00% 100,00% 100,002

e-gonventional auction " - y *
Capaian Sub [KU [ [ 104, 72% 100,00z 100,003 100,00z

13. (5a2-N) Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online (sub-IKU)

Persentase 86% 100% 116,28%
Pelaksanaan

Permohonan Lelang
Online

Permohonan lelang Online digunakan oleh stakeholder / Pemohon Lelang untuk dapat
menyampaikan permohonan layanan lelang secara online. Melalui aplikasi, pemohon
lelang mengajukan permohonan lelangnya secara online melalui jaringan internet dengan
melampirkan scan dokumen persyaratan lelang. Pemohon menginput data-data terkait
lelangnya ke dalam database melalui aplikasi ini. Dengan terimplementasikannya
permohonan lelang online, maka penginputan data lelang sebagai salah satu materi
dalam info lelang, pencetakan laporan lelang maupun risalah lelang di KPKNL dapat
dilakukan lebih cepat dan secara otomatis oleh sistem aplikasi. Pelaksanaan
implementasi permohonan lelang online dapat dilakukan untuk jenis lelang Noneksekusi

Sukarela, Noneksekusi Waijib dan Eksekusi yang telah terimplementasi di lelang.go.id.
-~ - |
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Capaian realisasi permohonan lelang online Tahun 2023 pada Kanwil DJKN Aceh
(total realisasi KPKNL Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe) adalah sebanyak 980

permohonan. Oleh karena itu, tercapai kinerja hingga 100%, dari target 86%.

TabeL Simulasi Progress Capaian IKU

Klll:l(tlije URAIAN Target 2023
Sebelum Adend Adendum | Adendum Il

Capaian B1 Capaian G2 Capaian B3 Lol

Mm@ [ ] ] U] t] M

Kkl Pt Pelsentas_e Pelaksanaan Permohonan MAXITLE
I (Lelang online

Jdumlah Permchonan lelang online [il] 133 il 30

Kanwil Aceh

KPKNL Banda Aceh 3 i HE 660

KPKML Lhoksemae % i i 3

Total Jumlah Permohonan lelang [il] 133 il 30

Kanwil Aceh

KPKNL Banda Aceh k2l i HE 660

KPKML Lhoksemae % i i 3

Jumlah Target!Realisasi pelaksanaan 86 1003 1003 1003 1003
permohonan lelang online i ) i ) i

Capaian Sub TKD 100 1007 100 1007

14. (5b-N) Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Persentase Evaluasi 100% 112,44% 112,44%
Kinerja BMN

(Portofolio Aset)

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang
dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu
kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa

mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara
yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun (dengan mempertimbangkan hasil

revaluasi aset).

Formula untuk menghitung implementasi evaluasi kinerja BMN adalah jumlah aset
yang dievaluasi kinerjanya dibagi dengan jumlah target aset yang akan dievaluasi
dikalikan 100%. Tujuannya adalah terwujudnya struktur portofolio aset negara yang
memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada publik melalui rekomendasi skema

pengelolaan aset yang lebih baik bagi Pengguna dan Pengelola Barang.

Total target jumlah target evaluasi kinerja BMN dan disampaikan rekomendasinya,
pada Kanwil DUKN Aceh pada tahun 2023 yakni 90 aset dengan rincian KPKNL Banda
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Aceh 39 NUP dan KPKNL Lhokseumawe 51 NUP. Realisasi tahun 2023 Kanwil DJKN

Aceh memperoleh total 104, dengan capaian kinerja sebesar 112,44% dari target 100%.

TabelL Simulasi Progress Capaian IKU

140
120
100
80
60
40
20
0
2022 2023
m Target m Realisasi
i |PH Presenla_se Evaluasi kinerja BMN MAKITLK
[portofolio aset]
Jumlzh Evaluasi Kinerja BMM dan Disampalkan 8 0 " 29 7 104
Tekomendasinija
Karil Aceh
KPKKL Bianda Aceh a0 KE] ] fl ki 4
KPKNL Lhoksemae 51 3 1 il 55
Jumlzh Rekomendasi Evaluasi Kinerja yang 12 1 i 0 "
ditindaklanjuti sather
Kanwil Azeh
KPKKL Bianda Aceh 7 0 1 ] 7
KPEML Lhoksemae 3 1 3 [} §
Jumlah Asethlumlzh Target Aset [l 90 0,17 0,36 0,35 116
Jumlzh Pek.omendasidumizh Target Riehomendasi 12 2 008 03 153 100
TOTAL 3 102 05 K 033 112
Capaian KU - 15.49% /I 92.72% H244%

15. (6a-N) Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan

BMN

Tingkat Efektivitas Pembinaan 86% 93,31% 108,50%
dan Tindak Lanjut Persetujuan

Pengelolaan BMN

Sebagaimana diatur pada Pasal 91 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah diubah sebagian
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 bahwa Menteri Keuangan (dhi.
DJKN selaku Pengelola Barang) melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik Negara
dan menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Berdasarkan
Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2017 tentang Pedoman Pembinaan
Pengelolaan Barang Milik Negara, pembinaan Pengelolaan BMN meliputi perencanaan
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kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; pengamanan
dan pemeliharaan; penilaian; Pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan;
Penatausahaan; dan pengawasan dan pengendalian.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) pengelolaan BMN merupakan
bagian dari Wasdal BMN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN yang bertujuan
untuk memastikan terselenggaranya Wasdal BMN yang terarah dan berkelanjutan guna
mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal. Wasdal
pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna
Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada
pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang
dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan
pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang yang
dibuktikan dengan dokumentasi.

Total target Tingkat Efektivitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan
Pengelolaan BMN pada Kanwil DJKN Aceh pada tahun 2023 telah terealisasi dengan

capaian kinerja sebesar 93,31% dari target 86%.

TabelL Simulasi Progress Capaian IKU

2022 2023

120
100
80
60
40
20

B Target M Realisasi
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'(I"’(f" URAIAN laroekan Capaian Q1 Capaian G2 Capaian @3 Capaian Q4
Sebelum Adendum Adendum | Adendum Il
LU I ) 4 [l L] 3 W]
[ Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan hegara
yang Efektit
Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak
Ea-M | PiL [Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang MARITLE
Milik Negara
Indeks Pembil P lol. EMN 50,003 Ll 455 955
Persentase Tindak Lanjut Persetujuan BM| 50,003 54,423 EB2TH B2
Jumlzh Tindak lanjut persetujuantpenetapan
pengelolaan BMN periode semester Il 2022
ang telah direk.am pada aplik.asi SIMAN
anwil Aceh
PEML Banda Aceh 7 40 4E [:1]
a PEML Lhoksemawe 5] 5] 1 22
Jumlzh Tindak lanjut persetujuantpenetapan
pengelolaan BMM periode semester 1 2023 ol
yang telah direkam pada aplikasi SIMAR
anwil Aceh
PEML Banda Aceh 3 7 o4 36
PEML Lhoksemawe 1 n 20 i)
Jumlzh persetujuandpenetapan pengelolaan BRR
yang diterbitkan pengelola barang periode
zemester | 2022
anwil Aceh
PEML Banda Aeeh 1] [ [ w2
PEML Lhoksemawe 23 23 23 23
b Jumlzh persetujuandpenetapan pengelolaan BRR
anq diterbitkan pengelols barang periode
anwil Aceh
PEML Banda Aceh 16 44 En W
PEML Lhoksemawe i) 35 3 i)
Target!Realizas Jumlah tindak lanjut persetujuan 22 002 19.79% 56 123 93 31
pengelolaan kekayaan negara " B B b
Capaian IKU - 32,00 49,72 55.13% 93.31%

16. (7a-CP) Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

Indeks  Efektivitas  Ekosistem 120%

Kehumasan

IKU Indeks Efektifitas Ekosistem Kehumasan untuk Kantor Wilayah, terdiri dari 2 unsur
pengukuran, di antaranya:
1. Partisipasi Agenda Setting;
2. Employee Advocacy;

Unsur 1 — Partisipasi Agenda Setting

e Dilakukan oleh unit kehumasan kantor pusat, kantor vertikal (kanwil), dan SMV
sesuai taktik topik proaktif Agenda Setting Kemenkeu. Topik proaktif Agenda Setting
Kemenkeu terdiri dari Topik umum yang amplifikasinya terkait dengan seluruh unit
dan Topik khusus yang hanya melibatkan beberapa unit terkait dalam taktiknya.

e Pengukuran capaian unsur ini sesuai dengan UE1, Kanwil, SMV yang disebutkan
dalam taktik Topik Proaktif. Untuk UE1, Kanwil, SMV lain yang tidak disebutkan,
maka capaian N/A. Khusus SMV, apabila tidak disebutkan dalam taktik Topik
Proaktif, maka wajib mengamplifikasi manfaat APBN sesuai dengan lingkup
penugasannya.

e Penilaian Kanwil UE 1: diambil dari 80% Topik Proaktif AS/bulan dengan capaian
tertinggi (Implementasi taktik (50%) dan Jumlah postingan medsos (50%))

Unsur 2 — Employee Advocacy
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e Diperuntukkan bagi Unit Eselon | (termasuk Kanver) dan SMV untuk mendukung
amplifikasi konten Kementerian Keuangan melalui media sosial masing-masing
pegawai sebagai bagian dari employee engagement melalui penghitungan tingkat
jumlah pegawai yang berpartisipasi dalam program Employee Advocacy dimaksud.
Cascading hingga ke IKU Pelaksana direkomendasikan untuk optimalisasi.

e Implementasi program employee advocacy dikoordinasikan oleh Koordinator
kehumasan di masing-masing unit yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris
Jenderal. Adapun penentuan nama pemangku tugas Employee Advocacy, dapat
ditetapkan oleh masing-masing Unit Eselon | (termasuk mengatur sd Kanver) dan
SMV.

e Item penilaian terdiri dari topik amplifikasi, dan baseline target pegawai.

Capaian Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan pada Kanwil DJKN Aceh pada

tahun 2023 telah terealisasi dengan capaian kinerja sebesar 4,42 dari target 3,55.

TabeL Simulasi Progress Capaian IKU

2022 2023

O=NWhkAU

B Target ™ Realisasi

Kode URAIAN Target 2023 Capaian Q4
Ky Sebelum Adendum Adendum | Adendum |l
mp @ [ 14) 3] ] k] (1)
7 Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu|

Saty dalam Ekosistem Kolaboratif

Capaian @1 Capaian 02 Capaian Q3

72-CF | Fil Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan ManldiG

Iridek s Efzktivitas Ekasistern Kehumazan 355 175 42 4482 42
Capaian IK0 3.0 124.51% 124.51% 124.51%

17. (7b-N) Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah

Implementasi 90% 100% 111,11%
Budaya Kemenkeu

Satu di Wilayah

Sinergi antar unit Kemenkeu di wilayah diperlukan dalam rangka menguatkan peran
Kemenkeu dalam menghadapi berbagai isu di level regional dan nasional. Untuk
mendukung sinergi di wilayah, telah ditetapkan 3 Paket Kebijakan terkait Kemenkeu

Kewilayahan, yaitu Perwakilan Kementerian Keuangan (KMK 394/2022), Regional Chief
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Economist (KMK 395/2022), dan Sinergi Pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu (KMK
396/2022).

Dalam rangka memastikan budaya kerja Kemenkeu Satu terimplementasikan dengan
baik, diperlukan IKU yang mengukur implementasi budaya Kemenkeu Satu di wilayah.
Untuk tahap awal, pengukuran IKU akan difokuskan kepada implementasi kegiatan yang
ada di sekber wilayah, yaitu: 1. Join program penerimaan (30%) 2. RCE (35%) 3. Sinergi
UMKM (35%). IKU ini akan diterapkan mandatory bagi seluruh Kepala Kantor Wilayah
(Kakanwil) di lingkungan Kemenkeu. Proses penilaiannya adalah tanggung renteng bagi
seluruh Kakanwil di satu Provinsi yang sama.

Capaian Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Wilayah pada Kanwil DJKN Aceh

pada tahun 2023 telah terealisasi dengan capaian kinerja sebesar 100% dari target 90%.

TabelL Simulasi Progress Capaian IKU

Klt'n(fle URAIGN Target 2023
Sebelum Adend Adendum | Adendum I

Capaian B1 Capaian B2 Capaian 03 (et

My @ e ) ) Ul [ ]

Implementasi Budaya Kemenkeu Satu di Ma VG

| Vilayah

Implementazi Budaya Kemenkeu Satu i Wilayah El Gty E750 BT A0 100,00

Capaian KU 56,00 67,507 B67,50% 100,002

18. (7c-N) Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai (30 JP)

Persentase Pengembangan 100% 120% 120%

Kompetensi Pegawai (30 JP)

Indikator kinerja ini mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang
telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan
pengembangannya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 30 Jam
Pelatihan, serta minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul
DKl telah dilaksanakan.

Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap
Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 30 jam pelatihan (JP).1 jamlat adalah 45 menit.
Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 24 jamlat.

Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada

Peraturan terkait Pengembangan kompensi Pegawai Tercantum dalam PMK Nomor
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216/PMK.01/2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian
Keuangan.

Pemenuhan Pengembangan kompetensi

pegawai dilakukan berdasarkan dengan

Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat

pada modul DKI. Pegawai yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja

aktif di Kementerian Keuangan.

Dikecualikan dari formula IKU ini adalah:

bawahan yang akan pensiun di tahun 2023;

bawahan yang sedang/dalam status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara,

dipekerjakan, atau diperbantukan;

bawahan yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara,

dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2023;

Pegawai yang mutasi setelah 30 November 202 3 tidak diperhitungkan di unit barunya

pegawai pada unit non-eselon

Capaian Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai pada Kanwil DJKN Aceh

pada tahun 2023 telah terealisasi dengan capaian kinerja sebesar 120% dari target 100%.

140
120
100
80
60
40
20

TabelL Simulasi Progress Capaian IKU

2022

B Target W Realisasi

2023

Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMM yang
Optimal

oM

Fit

Persentase pengembangan kompetensi
pegawai (20 JP)

MARITLE

Satker Kanwil

Jumlah bawahan yang memenuhi kriteria

35

k.anwil DKM Acek

i

Jumilah bawahan yang belah melebibi kriteria

15

Kanwil DKM Aceh

i

Jumnlah bawahan tatal

35

k.anwil DKM Acek

i

% Capaian Utama

100,003

% Capaian Tambahan

100,003

Capaian IKU

100z

120,00%

19. (8a-CP) Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran
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Indeks Kinerja 119,33% 119 33%
KualitasPelaksanaan
Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai

rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan

anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi
output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Capaian IKU IKKPAdi hitung sebagai berikut:

a. Capaian IKU IKKPA Triwulan I, Il dan Ill mengacu pada capaian IKPA dari januari
sampai dengan triwulan periode pelaporan.

b. Capaian tahunan dihitung sebagai komposit capaian SMART (50%) dan IKPA (50%)
dengan bobot masing-masing sesuai perhitungan unsur Kualitas Anggaran
Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) pada IKU Kinerja dan Harmonisasi
Anggaran Pusat dan Daerah Kemenkeu-Wide.

c. Capaian IKU IKKPA Semester | s.d Triwulan Il dan Tahunan sama dengan capaian

triwulan periode pelaporan.

Pengukuran IKPA meliputi aspek:

a. Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran;

b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan
anggaran;
Efektivitas pelaksanaan anggaran; dan
Efisiensi pelaksanaan anggaran.

Pengukuran aspek kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran
merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang
direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Indikator kinerja pada pengukuran aspek
kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran terdiri dari:

a. Reuvisi DIPA, yang dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal pagu
anggaran tetap yang dilakukan oleh Satker dalam satu triwulan kecuali revisi DIPA
dalam rangka penghematan atau refocusing anggaran.

b. Deviasi Halaman lll DIPA, yang dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara
realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan. Deviasi
Halaman Il DIPA dihitung berdasarkan rasio antara nilai penyimpangan/deviasi
realisasi anggaran terhadap RPD yang telah dimutakhirkan.
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c. Pagu Minus dihitung berdasarkan rasio antara total nilai pagu minus terhadap pagu
DIPA.

Pengukuran aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang
pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kepatuhan Satker terhadap
peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran. Indikator kinerja
pada pengukuran aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang

pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri dari:

a. Penyampaian Data Kontrak dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu
penyampaian data perjanjian/kontrak terhadap seluruh data perjanjian/kontrak
yang didaftarkan ke KPPN.

b. Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP)
dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban UP
Tunai dan TUP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP
Tunai.

c. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara dihitung
berdasarkan rasio penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran yang dilakukan
secara tepat waktu terhadap seluruh kewajiban penyampaian LPJ.

d. Dispensasi Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) dihitung berdasarkan
jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian SPM
melebihi batas waktu penyampaian SPM yang ditentukan pada akhir tahun

anggaran.

Pengukuran aspek efektivitas pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap
pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran. Indikator kinerja pada
pengukuran aspek efektivitas pelaksanaan anggaran terdiri dari:

a. Penyerapan Anggaran, dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan
anggaran pada setiap triwulan. Nilai kinerja penyerapan anggaran dihitung
berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan
anggaran pada setiap triwulan. Target penyerapan anggaran pada Triwulan |
sebesar 15 persen, Triwulan |l sebesar 40 persen, Triwulan Il sebesar 60 persen,
dan Triwulan IV sebesar 90 persen.

b. Penyelesaian Tagihan, dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian
tagihan dengan mekanisme SPM-LS Kontraktual terhadap seluruh SPM-LS
Kontraktual yang diajukan ke KPPN.
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c. Capaian Output, dihitung berdasarkan rasio antara total nilai kinerja Rincian Output
(RO) terhadap jumlah RO yang dikelola oleh Satker. Nilai kinerja RO dihitung
berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target RO.

d. Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dihitung berdasarkan rasio antara

jumlah SP2D yang mengalami retur terhadap jumlah SP2D yang telah diterbitkan.

Pengukuran aspek efisiensi pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap
ketepatan Satker dalam melakukan pembayaran atas beban DIPA. Indikator kinerja
pada pengukuran aspek efisiensi pelaksanaan anggaran terdiri dari:

a. Pengembalian/Kesalahan =~ SPM, dihitung berdasarkan rasio antara
pengembalian/kesalahan SPM oleh KPPN terhadap seluruh SPM yang diajukan
KPPN terhadap seluruh SPM yang diajakan oleh Satker ke KPPN.

b. Perencanaan Kas (Renkas), dihitung berdasarkan rasio antara Renkas/Rencana
Penarikan Dana (RPD) Harian yang disampaikan secara tepat waktu terhadap

kewajiban Renkas/RPD Harian yang diajukan ke KPPN.

Capaian SMART dilakukan dengan mengukur variabel-variabel sebagai berikut:

a. capaian output, diukur dengan membandingkan antara realisasi volume RO dengan
target volume RO.

b. penyerapan anggaran, diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran
dengan pagu dalam DIPA terakhir.

c. Efisiensi, dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran
seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Pengeluaran
seharusnya merupakan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan
tingkat capaian RO yang telah dicapai berdasarkan alokasi per target yang
direncanakan.

d. konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dilakukan dengan
memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan

dana setiap bulan.
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INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

Kualitas Kualitas Hasil
Perencanaan Kualitas Pelaksanaaan Anggaran Pelaksanaaan . N
Anggaran Anggaran Nilai Akhir
No Kode | Kode | Kode Uraian Nilai | Konversi (Nilai
KPPN | BA Satker Satker [E— Total Bobot Total/Konversi
Revisi eviasi Penyerapan Belanja i i i Capaian Output ey
DIPA e Tagihan UP dan TUP SPM
Nilai 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00
gﬂ\:;lxv L |'sobot 10 10 20 o 0 10 5 25
1 001 015 | 506050 BANDA 80.00 80% 100.00
ACEH Nilai Akhir 10.00 10.00 20.00 0.00 0.00 10.00 5.00 25.00
Nilai Aspek 100.00 100.00 100.00

HASIL SMART DJA KANTOR WILAYAH DJKN ACEH Per 8 Januari 2024
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Capaian IKKPA pada Kanwil DJKN Aceh pada tahun 2023 telah terealisasi dengan
capaian kinerja sebesar 119,33% dari target 100%.

TabeL Simulasi Progress Capaian IKU

2022 2023

140
120
100
80
60

20

B Target M Realisasi

8 Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang
|Optimal
8a-CP | PMM |Indeks Kinerja kualitas Pelaksanaan Anggaran Max/TLK
Persentase kualitas pelak anggaran 95 5% 100 100,00% 114,60% 120 11933
Target kualitas pelaksanaan anggaran 95,5% 100 95,5% 95,5%
Capaian IKU 100,00% 120,00% 12000,00% 1933

20. (8b-N) Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan
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Persentase Kualitas 100% 230%
Pengelolaan BMN

dan Pengadaan

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2023 berfokus pada proses
pengajuan sertipikasi, pemanfaatan aplikasi BMN dan pemanfaatan aplikasi pengadaan.
IKU diukur dari 3 komponen yakni:

1. Proses Pengajuan Sertipikasi Dalam rangka pengamanan BMN berupa tanah di
Kementerian Keuangan, maka seluruh BMN berupa tanah yang dikuasai Kementerian
Keuangan harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia c.q.
Kementerian Keuangan. Komponen ini bertujuan untuk memastikan BMN berupa
tanah di Kementerian Keuangan yang belum bersertipikat telah diajukan ke Kantor
Pertanahan untuk disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q.
Kementerian Keuangan.

2. Pemanfaatan Aplikasi BMN Mengukur penggunaan aplikasi BMN (e-sewa BMN) oleh
Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

3. Pemanfaatan Sistem Pengadaan Persentase dukungan ITKP yang dijadikan IKU
Mandatory di tahun 2023 berfokus pada pemanfaatan sistem aplikasi pengadaan yang
terdiri dari:

a. SIRUP Pemanfaatan SiRUP diukur menggunakan indikator Persentase
Pemanfaatan SiRUP. Indikator ini diukur dari Total Anggaran Belanjan Barang
dan Belanja Modal tahun 2024 yang diumumkan di SiRUP dibandingkan dengan
total anggaran dan belanja modal tahun anggaran 2024 yang menjadi target;

b. e-Tendering Pemanfaatan e-Tendering diukur menggunakan indikator
Persentase Pemanfaatan e-Tendering. Indikator ini diukur dari dari nilai pagu E-
Tendering (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan
data nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP

c. e-Purchasing Pemanfaatan e-Purchasing diukur menggunakan indikator
Persentase Pemanfaatan e-Purchasing.

Capaian Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan Pelaksanaan

Anggaran pada Kanwil DJKN Aceh pada tahun 2023 telah terealisasi dengan capaian

kinerja sebesar 230% dari target 100%.

TabelL Simulasi Progress Capaian IKU

e R et Capaan g2 M Cpian 01 e
Sebelum Adendum Adendum| Adendum I
NERE [ 0 1 ] I ]
e P Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan MaAVG
Pengadaan
Kanwil Acen 100% 20%
Capaian KU PRI

. _____________________________________________________________________________________________|
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21. (8¢c-N) Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

Deviasi Data PNBP 15% 0,01% 120%
Fungsional DJKN

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA
BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara
dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan MAP 425783 (PL Il) dan 425782, 425784
(PL | dan Pegadaian).

Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN, diukur dari:
1) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan
PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi;
2) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425783, 425782 dan 425784 pada aplikasi
Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang* dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN
pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.
Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap
periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir.
Target Deviasi PNBP Fungsional DJKN pada Kanwil DJKN Aceh pada Tahun 2023
adalah 15% dan berhasil membukukan realisasi hingga akhir tahun 2023 yaitu sebesar

0,01%. Oleh karena itu, perolehan capaian kinerja sebesar 120%.

TabeL Simulasi Progress Capaian IKU

Persentase

om_ N

Deviasi 2022 Deviasi 2023

B Target M Realisasi

BeN | | Desiasi ata PNBP Fungsional DJKN MNTLK
Kanwil Acen 15 000% 000% 000% 000%
KPKNL Banda Acen 154 1T0% 000% 000% 000%
KPKNL Lhoksemave 15h §.16% §.14% 003 002
B:jr}gvel.ﬂeahsamnmmDataHIBPFungsmnal " 1814 i 0 0
CapaianIKU 35t 2th 001% 001%
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22. (9b-N) Indeks Pengendalian Internal dan Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

Indeks Pengendalian
Internal dan Kualitas

Manajemen Kinerja
dan Risiko

89,89 120%

Target Indeks Pengendalian Internal dan Kualitas Manajemen Kinerja dan Resiko pada
Kanwil DJKN Aceh pada Tahun 2023 adalah 70 dan berhasil membukukan realisasi

hingga akhir tahun 2023 yaitu sebesar 89,89. Oleh karena itu, perolehan capaian kinerja

sebesar 120%.

TabelL Simulasi Progress Capaian IKU

Indeks Pengendalian Internal dan Kualitas
Manajemen Kinerja dan Risiko

Indeks Pengendalian Internal dan Kualitas
Manajemen Risiko

Capaian KU

23. (9b1-N) Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif (sub-IKU)

Indeks Pengawasan
dan  Pengendalian

yang Efektif

86,51 120%

Kegiatan penilaian efektivitas UKl memiliki 11 (sebelas) unsur penilaian, yakni: 1)

Dukungan SDM, Akses Data & Informasi, serta Komunikasi; 2) Evaluasi Pengendalian

Intern Tingkat Entitas (EPITE); 3) Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas
(PPITA); 4) Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku (PPKEKP); 5)

Penyusunan dan Pemanfaatan Fraud Risk Scenario (FRS); 6) Penyusunan Profil

Pegawai; 7) Penyusunan Simpulan dan LPPI;

8) Jumlah Pengaduan Masyarakat; 9)

Jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APIP/IBI; 10) Kepuasan Stakeholders, dan

11) Hasil Survei Penilaian Integritas. Rata-rata dari sublKU Indeks Integritas, Indeks

Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang

Efektif.

IKU ini bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan

berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna
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layanan kemenkeu, nilai maturitas penyelenggaraan SPIP yang baik serta memberikan
keyakinan terbatas atas pelaksanaan tugas UKI apakah telah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku

Target Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif pada Kanwil DJKN Aceh pada
Tahun 2023 adalah 60 dan berhasil membukukan realisasi hingga akhir tahun 2023 yaitu
sebesar 86,51. Oleh karena itu, perolehan capaian kinerja sebesar 120%.

TabeL Simulasi Progress Capaian IKU

Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efekif

‘Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efekdif il
Capaian Sub KU

B3t

24. (9b2-N) Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Resiko (sub-IKU)

Indeks Pengelolaan 93,26 116,58%
Kinerja dan Kualitas

Manajemen Resiko

Target Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Resiko pada Kanwil DJKN
Aceh pada Tahun 2023 adalah 80 dan berhasil membukukan realisasi hingga akhir tahun
2023 yaitu sebesar 93,26. Oleh karena itu, perolehan capaian kinerja sebesar 116,58%.

TabeL Simulasi Progress Capaian IKU
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b URAIAN Target 073 Capaian Q1 Capaian Q2
Sebelum Adendum Adendum | Adendum Il
mp @ [ &l &l Ul

Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas.

902N | P i MAXTLK
Indeks Pengelolaan Kinerja 80
Kanwil Aceh 80
KPKNL Banda Aceh 80
KPKNL Lhok 80
Indeks Kualitas Manajemen Risiko 80
Kanwil Aceh 0
KPKNL Banda Aceh 80
KPKNL Lhok 80
Indeks Pengelolaan Kinerja Pegawai 80
Kanwil Aceh 80 89,74
Nilai Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko ] 96

Capaian Sub IKU 93,26

Realisasi Anggaran

DIPA Kantor Wilayah DJKN Aceh pada tahun 2023 sebesar Rp1.984.572.000
dengan realisasi Rp1.803.080.677 atau sebesar 90,85% dari DIPA dengan rincian

sebagai berikut:

Jenis Belanja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai 0 0
Belanja Barang 1.922.172.000 1.741.010.177
Belanja Modal 62.400.000 62.070.500
Total 1.984.572.000 1.803.080.677
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Grafik Perbandingan Realisasi realisasi penyerapan DIPA per-jenis belanja

Rp2,000,000,000 Rp1,867,267,000
Rp1,800,000,000
Rp1,600,000,000 .010.177
Rp1,400,000,000
Rp1,200,000,000
W 2021
Rp1,000,000,000 2022
Rp800,000,000 m 2023
Rp600,000,000
Rp400,000,000
Rp200,000,000
RpORpO
RpO
P Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN
Sampai Dengan : DESEMBER
Kualitas Kualitas Hasil
Perencanaan Kualitas Pelaksanaaan Anggaran Pelaksanaaan .
Anggaran Anggaran Nilai Akhir
No Kode | Kode | Kode | Uraian o Nilai | Konversi (Nilai
KPPN | BA | Satker | Satker g S Total | Bobot | Total/Konversi
Revisi | o | penyerapan | Belanja | Penyelesaian | Pengelolaan | Dispensasi ) Bobot)
DIPA ':;';f;;" Anggaran | Kontrakual | Tagihan | UPdanTUP |  spw | CoPaen Ouieut
Nilai 100.00) 100,00 100.00 0.00 0.00 10000 10000 100.00
gjm L Bobot 10 10 20 0 0 10 5 5
1] 001 | 015 | 506050 BANDA 80.00 80% 100.00
ACEH Nilai Akhir |~ 10.00 10.00 2000 0.00 0.00 1000 5.00 25.00
Nilai Aspek 10000 100.00 100.00
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Anggaran Rincian Output
No Kode RO Nomenklatur RO
Pagu Akhir Realisasi SP2D Target Realisasi

1 4798 FAE 001 - Sosialisasi Pengelolaan 1.745.000 1.728.000 a0 151
Kekayaan Negara

2 4796 FAE 002 - Sosialisasi Pengelolaan 10.632.000 10.424.000 100 253
Piutang Negara dan Lelang

3 4797 FAE 001 - Rekomendasi atas Hasil 12.570.000 11.438.631 1 4
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Sertipikasi

4 4798 AAH 001 - Keputusan Permohonan 16.122.000 8.467.000 4 6
Pengelolaan Kekayaan Negara

o 4798 AAH 002 - Keputusan Hasil 35.684.000 31.087.600 25 62
Pengurusan/Pengelolaan
Piutang Negara

6 4798 FAC 004 - Peningkatan Kompetensi 50.000.000 41.191.105 20 25
Pejabat Lelang

7 4798 FAE 004 - Rekomendasi di Bidang 5.256.000 3.750.000 2 5
Kekayaan Megara

8 4798 FAE 005 - Rekomendasi Hasil 22.752.000 22.599.100 1 2
Penilaian

9 4798 FAE 007 - Penggalian Potensi Lelang 100.000.000 890.477.572 2 5

10 4798 FAE 301 - Rekomendasi BMN Berupa 188.010.000 180.449.935 3.529 9.101
Tanah yang Disertipikatkan (PU)

11 4708 FAK 001 - Aset BUN yang Dikelola 175.552 000 160 423 268 3 8

12 4700.EBA 969 - Layanan Bantuan Hukum 3.676.000 3.359.000 2 3

13 4701.CAN 001 - Perangkat Pengolah Data 10.600.000 10.400.000 2 2
dan Komunikasi

14 4701.EBA 002 - Kerumahtanggaan 149.376.000 123.703.474 12 12

15 4701.EBA 994 - Layanan Perkantoran 1.131.765.000 | 1.038.3090.492 12 12

16 4701.EBB 001 - Peralatan Fasilitas 51.800.000 51.670.500 T T
Perkantoran

17 4702 BMB 001 - Pembinaan/Edukasi Publik 3.000.000 660.000 100 201

18 4702 BMB 002 - Kehumasan 12.304.000 10.550.000 =] 25

19 4704 EBA 001 - Rekomendasi Kepatuhan 3.728.000 3.392.000 S 6

Internal

TOTAL

1.984.572.000

1.803.080.677

Dari daftar table di atas, terlihat bahwa anggaran telah direalisasikan secara optimal dan

menghasilkan capaian target output lebih dari target yang ditetapkan.
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BAB IV
PENUTUP

Secara keseluruhan capaian kinerja atas 9 (sembilan) Sasaran Strategis yang dijabarkan
dalam 20 IKU dengan 4 Sub-IKU sesuai dengan Kemenkeu Two Kanwil DJKN Tahun 2023
dapat tercapai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 114,18%.

Gambar 4.1
Grafik Perbandingan NKO Kanwil DJKN Aceh

NILAI KINERJA ORGANISASI KANWIL DJKN ACEH

4:-NILAI KINERJA ORGANISASI KANWIL DJKN ACEH

2020 2021 2022 2023

Dalam pencapaian target kinerja pada tahun 2023, Nilai Kinerja Organisasi Kanwil DJKN Aceh
mengalami perbedaan dibandingkan dengan tahun 2022, dimana untuk Tahun 2023 ini pada
dasarnya memiliki karakter dan jumlah IKU yang secara signifikan berbeda dengan tahun
2022. Optimisme dan pengalaman dari tahun 2022 tetap menjadikan Kanwil DJKN Aceh dapat
menangani penyelesaian target kinerja yang sudah ditetapkan dari Kantor Pusat DJKN
dengan selalu memacu para Pegawai dalam pemenuhan tugas dan fungsi dengan konsisten
dan lebih baik.

Sebagai unit vertikal yang berada di ujung barat Pulau Sumatera, Kanwil DJKN Aceh telah
bekerja secara optimal, sehingga guna menghadapi tantangan pada tahun 2023, telah dibuat

Rencana Aksi atau action plan dari masing-masing bidang/bagian umum, yaitu :
A. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara

1. Sosialisasi kepada satuan kerja terkait peraturan penggunaan, pemanfaatan,
pemindahtanganan, penghapusan, pengawasan dan pengendalian, pengamanan,
penatausahaan, dan rekonsiliasi BMN;

Mengadakan knowledge sharing dan FGD terkait pengelolaan kekayaan negara,;
Melaksanakan layanan konsultasi pengelolaan barang milik negara, dan bimbingan

teknis aplikasi SIMAN, SIMANTAP dan SIMAK BMN;
___________________________________________________________________|
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4. Penggalian potensi nilai kekayaan negara yang diutilisasi dan potensi manfaat
ekonomi melalui pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN atas pelaksanaan

penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN;
B. Bidang Penilaian

Ekstensifikasi potensi SDM di bidang penilaian;
Peningkatan kapasitas Penilai dilakukan secara berkala;
Koordinasi bersama stakeholders potensial;

Pembebanan hasil quality assurance ke dalam IKU individu Penilai;

o kw0 Dd o~

Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK dengan verifikasi dan menyusun DKPB.
C. Bidang Piutang Negara

Pembinaan kualitas SDM terkait administrasi pengurusan piutang negara;

2. Penyamaan persepsi mengenai kelengkapan dokumen penyerahan dan tata cara
penyerahan;

3. Penggalian Potensi Piutang Negara dengan prioritas piutang BPJS ketenagakerjaan,
dan Piutang pemerintah daerah secara lebih intensif;

4. Perbantuan SDM secara langsung berupa Penatausanaan BKPN serta
Perbantuan/pendampingan dalam upaya penagihan langsung dan asistensi

pengurusan piutang negara.
D. Bidang Lelang

1. Melaksanakan penggalian potensi lelang dan sosialisasi lelang;

2. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan lelang oleh pejabat lelang kelas | dan
pejabat lelang kelas Il dilingkup Kanwil DJKN Aceh;

3. Pengangkatan/pelantikan Pejabat Lelang Kelas Il dan pemberian reward kepada

Pejabat Lelang Kelas | atas kinerja;

Membangun database bidang lelang;

Pelaksanaan in-house training penyusunan laporan di bidang lelang;

Melaksanakan pemeriksaan risalah lelang, pemusnahan kertas sekuriti di KPKNL;

Pelaksanaan rapat kinerja setiap semester di bidang lelang;

®© N o o b

Pengendalian dan pemantauan pelaksanaan lelang via e-auction.
E. Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi

Mengadakan forum kinerja di lingkup Kanwil maupun KPKNL;
2. Mengembangkan kegiatan sinergi antar bidang menjadi kegiatan Kemenkeu Satu
dengan menghadirkan pemateri dari seluruh Eselon | di lingkungan Kementerian

Keuangan;

. _____________________________________________________________________________________________|
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3. Mengadakan Forum Group Discussion terkait manajemen risiko di lingkungan Kanwil
DJKN Aceh;

4. Peningkatan kualitas pemberian pendapat hukum dan penanganan perkara.

F. Bagian Umum

1. Menugaskan pegawai sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi serta
memperhatikan pemenuhan kompetensi pegawai;

2. Percepatan pelaksanaan program kegiatan segera setelah revisi anggaran disahkan;
Penajaman program dan kegiatan kerja;
Pemantauan secara berkala atas pelaksanaan paket pengadaan agar selesai tepat

pada waktunya dan sesuai dengan kontrak.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi
secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Kantor
Wilayah DJKN Aceh, sehingga dapat memberikan umpan balik guna pengingkatan kinerja
pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja tersebut harus dijadikan motivator
untuk lebih meingkatkan kinerja organisasi, sekaligus secara eksternal dapat menjadi
indikator dalam dalam menyesuaikan tuntutan stakeholder. Akhirnya, kita semua berharap
Kanwil DJKN Aceh dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan memberikan

pelayanan berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.
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Lampiran l]

Perjanjian Kinerja
&
Addendum Perjanjian Kinerja

Kanwil DJKN Aceh Tahun 2023
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PERJAMJIAN KINERJA
NOMOR: PE-13/KN/2023
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
ACEH
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023

Peta Strategi
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PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ACEH
KEMENTERIAN KEUANGAN

Sasaran Program'Keg atar rdikator Kinerja
1 | Peningkatan Konribusi Kekayaan | 18-CP Parsaniate realans] Penaimasn 100
Megara dan Lelang Teshadap Negara dari Pengelolaan Kekayaan Megara
Perakonamian yang inklusd dan dan Lelang
berkelanjutan
18-CP Perseniase Produklivitas Letang an
2 | Pengelalsan Kekaysan Negara 28-CP Perseriase Reaksasi Pokok Lelang 100
dan Ledang yang Memeanuhi
Harapan Pengguna Jass Fh=-CP Perseniase Penurunan Dutsianding 10
Piutang Megara
3 | Pengelolsan Kekayaan Negara Za-CP Tingkat kesesuaian Penggunaan BMM | 6B
yang Optimal dengan Standar Barang dan Standar
Kebububan

3b-CP Persentase Barang Miik Megara Barupa | 100
Tanah yang Disertpikatkan

3c-CF Persentase Penypelesaian Berkas Kasus | 100
Piutang Megara (EKPH)

3d-N Evaluasi Kinerja BMM (Poriofoko Aset) | 100

4 | Pelaksanaan Penilaan yang 4a-CPF Deviasi Ketergunaan Hasil Penilasan 25
Akuntabed dan Profesaonal

Ab-N Rata-rats Indeks Penyelesaian Layanan | 70
Peniaian yang Agle, Eleklif dan Efisen

5 |Penerapan Tala Kelola Piutang Ea-W Parsentase mplementas Digitalis s an
Megara dan Lelang yang Efektil Pelayanan Lekang

51 -M Preseniase Palaksanaan Lelang E- | 9d
Auctsan dan E-Comrventional Auction

Sa2-M Presentase Palaksanaan 1]
Permohonan Lalang Onlne

Eb-N Deviasi Dala PNBP Fungsional DJKN 15
B | Pengawasan dan Pengendalian | Ba-N Tingkal Eleklivitas Pembinaan dan Tindak | 86
Kekayaan Megara yang Efestil Larjut Persetujuan Pengelotaan Barang Milik
Mesgara
7 | Penguatan Tata Kelola dan Ta-CP Indeks Efektivilas Ekosistenm 3,55
Budaya Kerja Kemenkey Saty Kshurn s an {Shala
datarm Ekpssstern Kolaboratif 4)

%
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Sakaran Prograrm'Kegiatarn mdikator Kimerja

To-N Implementasi Budays Kemenkeu Salu & | 90

Wiilayah
Te-M Parseniase Pengembangan Kompetensi | 100
Pegawai
Td=H Indeks Pengetolaan Kinesja dan Kuaktas | &0
Maraparnen Risika
& |Penguatan Pengelolsan Keuangan | Ba-CP Indeks Knefa Kualias Pelaksansan 85,5
dan BMN yang Ogtamal Angaaran
Bh=-N Presentase Kualitas Pengelolaan EMN 100
dan Pengadaan
8 | Penguatan Pengaaasan- Ba-M Indeks Integritas Organisasi &2 B9
Pengendalian inbernal yang ERaklif
B8 1-CPF Indess Integritas 88,67
Ba2-CP Indeks Maturitas 100
Penyebanggarasn SPIP {Lewel 4)
Ba5-N Indeks Pengawasan dan &0

Pengendakan yang Efekf

| Program’ Kegiatan Tahun 2023 Anggaran
Penpelolaan Perbendaharaan | Kekayaan Negars dan Risiko Rp| 613.323.000
1. [Komuniasi, Eduiasi, dan Standardisasi Fp|  12.377.000
B Boney Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan R Fp|  12.570.000
5. Pengelolzan Asst Fp|  593.367.000
Clukungan Manajemen Fip| 1.366.249.000
1. Legislasi dan Litigasi 2o 3.676.004
P, Pengeiolsan Keuangan, BMN, dan Umuem Rp| 1.343.541.000
. Pengelolsan Komunikasi gan Informasi Publik Rp|  15.304.000
B. Pengeiolaan Risike, Pengendakan, dan Pengawasan Internal Fip 3.728.004

Rianald Silaban Syukriah HG

%
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Sal-h Prasentase Pelakssnasan
Ledang E-Auction dan E-Conventional
Auctian

Sad-M Prasentase Pelaksanssn 20 40 (40 63 B3 Bf Bf
Permohanan Lelang Cnline

SheM |Deviasi Data PHBP Fungsional CLkERM 15 15 |15 15 15 15 15

[ Pengawasan dan Pengendalizn Kekayasn Megars yang Efelkif

Ba-M | Tingkat Efekivitas Pambinaan dan 50 |50 50 B B
Tindak Lanjul Persélupan
Pengelolaan Barang Milik Megara

T Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Sate dalam EkosiEiem Kolaboralif

Ta-CP  |Indeks Efekivitas Ekogizham 3,55 |355 355 |355 (355
Kehumasan {Skala [{Skala (Skal |[Skala |[Skala
ap 14 ad] |4] 4)
Th=M |lmplesmentass Budaya Kemenkeu Sat | 30 45 |45 70 Ta &l &)
di Witayah
Te-M Persantase Pengembangan 15 40 j40 TGS 75 100 1aa

Kompetensi Pegawai

Td-M  [Indeks Pengekalasn Kinera dan Bl B0
Kislitas Manasjernen R

| Penguaian Pengedalsan Kewangan dan BMM yarg Optimal

Ba-CP |Indeks Kinesa Kualas Palaksanaan 955 | 55 (955 |955 |55 |BSS5 |DES
ArgEaran

Bo-N  |Presemase Kualias Pengelotasan 10 s0 [s0 |85 |85 [w0 [100
EMMN an Pengadaan

3 Pengualan Pengawasan-Pengendalian inlemal yang Efesail

Ba-M | Indeks Imegritas Coganisasi B2,BD |E2.BD
Sa1-CP Indeks Inisgritas BE8.67 |EB.GT
9a2-CP Indeks Maturitas 100 100
Penyslenpgaraan SPIP (Leved |[Lewed
1] d
Sa3-M Indeks Pengawasan dan il &0

Pengendalian yang Efekif
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RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ACEH

KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023

1 Peningkalan Kontibus Kekayaan Negara dan Lelang Tedhadap Perekonomian yang nklusil
dam berkelanjutan

1a-CP |Persamase realisas Pensimaan 10 o 3o G0 B0 100 100
Megara dan Pengedolaan Kekayaan
Megara dan Lelang

16=CP |Persantass Produldiviias Lelang ad 45 |45 G0 il Bl Bl

2 Pengelataan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

28-CP |Persantase Realsssi Pokok Letang 20 40 (40 0 il 100 100
=CP |Persantsss Penurnan Cubstandng 10 0 |30 &0 B0 100 1aa
Piutang Megara

3 Pengelalaan Kekayaan Megara yang Optimal

3a-CP | Tingkat kesesussan Penggunaan BN 50 |50 55 55 ERB ERB
dengan Sandar Barang dan Siandas
Kebutuhan

I-CP  |Persamase Barang Milik Megara 40 J40 &0 Ed 100 100
Berupa Tamah yang Disestipikatkan

3c-CP | Persantsse Penyakesaian Berkas 10 0 |30 &0 B0 100 1aa
Kasus Pislang Negara (BKPH)

3d-N  |Evalussi Kineda BMM (Porofalio 12 | 3z |3z [75 [75 [0 [100
Aset)

4 Pelaksanaan Penilagan yang Aluniabel dan Profesional

da-CP |Devias Ketergunasn Hasil Penilaian 25 25 |25 25 5 5 5

4b-N | Rata-rats Indeks Penyelesaian 7w | mm [0 [0 |70 |70
Layanan Penilaian yang Agike, Efek
dan Efisien

3 Penerapan Tata Kelola Putang Megara dan Lelang yang Efesail

Sa-M  |Persamase mglementasi Digitalisasi 57 67 |67 77 77 & &
Pelayanan Lelang
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Kepala Karter Wilaysh Jenderal Kekayasn
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INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL KEKAYAAN NEGARA ACEH

KEMENTERIAN KELANGAN

TAHUN 2023

Periode | Penanggung

Biza (Rp)

Pelaksanaan

Peninghatan | Kompeisilnowasi | Jumish Asstyang | G1:inventarisasi ishadsp | Dhar assed yang akan | 01 s.d G4 | Bdang!
Konrbusi MongarAset | diberdayakan dan atse yang akan dberdayakany Seksi PKN
Kekayaan (KDINMAS) | membesikan manfat | dberdayakan dimantantkan | dimaniaatkan
Negasa din Ekonarmi &30 053l 0o, pulakeanaan Moriioing | 02 Laporan Kegitan

Ll‘.ﬁl‘lg'll'lhﬁ_dh? kepada masyarakal Kegiatan Marieing

P ehonamient 0. Peskzanaan | O3 Lapoan Kegatan
A geatan Mariging
Penerimisan
Megara dari D4: Petakeanaan Maniioing | 0d: Laperan Kegaian

Pengelataan Kegiatan Marieing
Kiskayaan
Negara dan

Lelang

Kepala Karilor Walayah Jenderal Kekaysan Negara

Syukriah HG

&y
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SASARAN KINERJA PEGANWAI
PENDEKATAN HASIL KER.JA KLANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGG! DAN PIMPINAM LIMIT KERJA MAMDIR]

KEMENTERIAN KELIANGAN PERIODE PEMILAIAM: 1 Januar s.d. 31 Desember Tahun 2023
PEGAWAI YANG DIMILAI PEJABAT PEMILAI FKINER.IA
[ HAMA bir_Syukriah HG, 5 H_ M Hum HAMA [Ricrakd Silatan
NIF {57004 191596032001 HIF 13660423 1990101001
PANGFAT! Fembina Utama Muda, Tic PANGEAT! Pembina Uama, [Vie
GOL RUANG GOL FLANG
JABATAN ‘epata Kantor Wilayah Jendesal Kekayaan | JABATAM Direkiur Jenderal Kekayaan Negara
Plemars Aceh
UNIT KERJA f<antar Wikayah Direktoran Jendesal UNIT KERJA [Direkioral Jenderal Kekayasn Hegara
b oehayaan Hegara Aceh
=) RENCANA HASIL KERIA [ INDIKATOR KINERJA INDIVIDU | TARGET | PERSPEKIIF
(0] B [ 6] @ | =)
A LTAMA
1. F'mirighalan Kot I-Cekag.run Nugara Persantases naalmas] P enesrmasan 10D FPenesima Lﬂrﬂl‘lﬂl‘l
dan Lelang Terhadap Perekonamian yang | Megara dari Pengelolaan Kekayaan
Inkhusil dan Beskelsnjutan Megara dan Lelang

(Pensgasan dan Direkisr Jerdersl
ehayaan Magara)

2. | Peningkalan Kannbus Kekaysan Megara | Persenase Produklivilas Lekang =i Penesima Layanan
dan Letary Terhadag Perekonomean yang
inklus dan berkelanjutan

(Penugasan dari Direir Jerderal
Kekayaan Megara)

3. | Pengelalaan Kekayaan Megara dan Perzentase Reaksasi Pokok Lelang 100 Penesima Layanan
Letang yang Memenuhi Haragan

%

FPengguna Jass
{Perugasan dari Direkisr Jenderal

Kekayagan Megara)

4. | Pengelalaan Kekayaan Megara dan Persentase Panununan Dustanding 100 Penerima Layanan
Lelang yang Mermanuhi Haragan Piustang Negara
Pengguna Jasa

(Perugassn das Direkis Jordarsl

Kekayagan Megara)

5. | Pengelalaan Kekayaan Megara yang Tingkal kesesusan Penggunasn BMN (] Proses Bmnis
O\pitirmal dengan Standar Barang dan Standar
{Pernugasan dasi Direkhe Jenderal Kebuhshan

Kekayamn Magara)

6. | Pengelolaan Kekaysan Negara yang Persentass Barang Milik Negara 100 Prases Banis
Optrral Benupa Tanah yang Disentiplatan
(Parisgasan dad Direklur Jendaral
Kekayasn MNegara)

7. | Pengelolan Kekaysan Negara yang Perseniase Penyelesaian Derkas Rasus 100 Proses Denis
Opmal Piutang Negara [BKPH])
(Perugasan dari Direkiu Jendaral
Kekayaan Negara)

8. | Pengelolan Kekaysan Negara yang Evatluas Fanesp BMN [Poriotolio Aset] 100 Proses Denis
Cipmal

{Perugasan dari Direlur Jenderal
Kekayaan Negara)

0. | Pelakeanasn Penilsan yang Akontabel | Deviesi Kelergunaan Hasil Penilsan 75 Proses Benis
dan Profesinnal
(Parisgasan dar Direkiur Jenderal

Kekayagan Megara)

79



(Penugasan das Direkhsr Jerderal
Hikayamn Megara)

10, | Pefaksanaan Penilsian yang Aluntabsl | Rata-cats ndeks Penyelessian Layanan 70
dan Prafesianal Penilaian yang Agile, Efsiaif dan Efisien
(Penugasan deri Direktur Jendaral
Kekayaan Negara)
1. | Peneapan Tala Kelol Putang Megara | Persemase Implementas Cigialsasi ] Froses Benis
dlan Ledarg yang Efektil Pefayanan Lelang
(Perugasan dar Direkisr Jendersl
Kelayaan Nagara)
Sub IKl-1 Presentase Pelaksanasn Ba Froses Benis
Letang E-Auction dan E-Conventional
Ausction
Sub IKI-2 Presentass Pelaksanaan EG Proses Banis
Pesrnabanan Lelang Online
12, | Penerapan Tala Kelola Ditang Megara | Deviasi Data PHEP Fungsonal DJEH 15 Froses Benis
dlan Letang yang Efektl
(Penugasan deri Direktur Jendaral
Kekayaan Negara)
13, | Pengawasan dan Pengendalian Tinghat Efekinias Pembanaan dan BG Froses Benis
Kekayasn Megara yang Efedail Tindak Lanjul Perssiujsan Pengelolasn
(Perugasan dar Direkisr Jendersl Barang Milik Megara
Kelayaan Nagara)
13, | Pengualan Tats Kelola fan Budaya Ferja | Indeks Elestivilas EXps=iem 355 [Skalze | Penpustan nbermal
Kermankey Sabu datam Ekossiem Kehumasan 4 atau Anggparan
K olabsratil
(Perugasan dar Direkisr Jendersl
Hekayaan Negara)
%

15. | Penguatan Tata Kelsla dan Buaya Kerja | Implementasi Budsya Kemenkeu Satu g0 Perguatan Inernal
Kemenkeu Satu datam Ekosistem di Wilayah ataw Anggaran
Eodabsaratil
(Penugasan darn Direkhr Jenderal
Kekayaan Megara)

16. | Pengualan Tata Kelola dan Dutaya Ferja | Persentass Pengembangan 100 Periguatan Inbermal
emenkey Saty datam Ekossiem Kompetens Pegawai atau Anggaran
Eodabsaratil
{Penugasan dar Direkiur Janderal
Kekayaan Negara)

17. | Penguatan Tata Kelola dan Buaya Kerja | Indeks Pengeiokan Kinerja dan B0 Panguatan Internal
Kemenkey Saty datam Ekossiem Kusalitas Manajemen Risiko stau Angarsn
Fodabaratil
{Penugasan dari Direkhar Jenderal
Kekayaan Negara)

1E. | Penguatan Pengelolaan Keuangan dan | Indeks Kinesja Kualitas Pelaksansan 95,5 Panguatan Internal
BMN yang Optamal Anggaran slay Anggaran
{Penugasan dari Direkhar Jenderal
Kekayaan Negara)

18. | Penguatan Pengelolaan Keuangan dan | Pressmase Kualitas Pengelolaan BN 100 Pariguatan Internal
EMN yang Optamal dan Pengadaan atau Anggaran
(Penugasan dar Direkiur Janderal
Kekayaan Negara)

20. | Penguatan Pengawasan-Pengendalian | ndeks Inlegeitas Organsas) BZAD Panguatan Internal
Intermal yang Efektif stau Angarsn
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Sub K1 Indeks Integritas BB.67 Penguatan Interral
alau Anggaran
Sub K12 Indeks Maturias 100 Penguatan Intermal
Penyelenggaraan SPIP atau Anggaran
{Lewvel 4
Sub IKI-3 Indeks Pengawasan dan ) Penguatan Intermal
Pengendalian yang Efekid atau Anggaran
B. TAMBAHAN
PERILAKL FERJA

1

Berarientas peayanan

* Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
* Ramah, cekatan, solutif, dan dapat disndalkan
* MElakukan parbaikan tiada henti

Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Memberikan pelsyanan sesual dengan kebutuhan kepada
sejuruh pemangku kepentingan tanpa membeds-bedakan,
bemindak berdesarkan kompetensi din, dan senantasa
melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan  maty

%

81



PERILAKL KERJA

| pelayanan.

Akuntabel

Melsbssnakan lugas dengan jujur, betanggung
jawal, eermat, disiphn, dan beintepitas tnggi
Menggunakan kekayaan dan barang milik negana
secara benanggung jawab, efekid, dan efisien.
Tidak menyalshgunakan kewenangan jashalan

Ekspekiasi Khusus Pimginan:

Menjunjung dan mentzsti nila-nilal kebensran dalam
berbagal siuasi, penuh tBnggung jaweb sera  berani
menyuaraken kebenaran guna menjege nama baik instibusi

dan negara.

Kompelan

Meningkatkan kompelensi din unluk  menjasab
tantangan yang sstalu berubah

Membianiu arang Lin belagar

Melaksanakan lugas dengan kualitas werbaik

Ek&paktasi Khusus Pimginan:

Berdedikasi uniuk senantiesa bekerja sesusl tugas dan
tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dirmiliki,
sefa bekera secars efektif dan efisien dengan tenes-
menenss melakukan upaya pengembangan kompetensi dir.

Harmonis

Menghargai selisg arang apapun katar belakangnyz
Suka menclong arang lan
Membangun lingkungan kerja yang konduss

Ekspekiasi Khusus Pimginan:

Bersikap positf & kooperatif dalam membangun kerjasams
uniuk mencapai hasil kera yang terbalk bedandaskan
keterbukzan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa
membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Loyal

Memegang leguh eologi Pancasds, Undang-
Undang Dasar Megara Republik ndonesia Tahun
1945, setia pada Megara Kesstsn Republik
Indonesia sena pemerinahan yang sah

Menjage nama bak sesama ASM, Pimpinan,
Ingtansi, dan Negara

Menjsga rahasis jabatan dan negars

Ek&paktasi Khusus Pimginan:

Menjunjung dan mentasti nilainitai kebenaran datam berbagai
siuasi, penub tanggung jawab sena berani  menyuarakan
kebenaran guna menjaga nama baik instbusi dan negara

%

FERILAKL KER.JA

Addaptif

Cepal menyesuaikan Gl menghadapi perubahan
Terus besinavasi dan mengembangkan krestivitas
Benindak proaklif

Ebepehtasi Khusus Pamginan:
Melakukan peningean pekerjagan dan menerima masukan
dalam wpaya peningkstan kualitss kerja, serta proakof
mencari  peduang perbaikan dengan memanfaatoan
informasi terkini.

Kalaboratif

Memberi kesempatan kepada berbagal phak uniuk
berkontribusi

Terbuka dalam bekerja sama urisk menghasilian
milad tarmibakh
Menggerak)

uritulk tujusn bersaema

faatan berbagai sumberdays

Elcspeie} i Ehusus Fimginan:

Bersikap positif & kooperatf dalam membanguen kerjasamsa
untuk mencapal hasil kega yang terbaik berdandaskan
keterbuksan sera sikap adil terhadap semua pihek tanpa
membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Syulk

raah HG
187004 1915360323001

Rionald Slaban
1BE604 231830101001
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LAMPIRAN SASARAN KINERMA PEGAWAI

KEMENTERLIAM KELMANGAN PERICDE PEMNILALIAN: 1 Januari .4 31 Desember Tabun 2023

DIUELINGAN SLUMEBER DAY A
1. | 40 peganeai
2. | Pegawai mambufufkan peralatan kewja smtara lain komputensptop, akar ks, dan iain-lein

SKEMA FERTANGGUNGJAWABAN

1. Hasil kevia dlaporkan Secard Irimuanan

Target
Smt. 1 a3
Persertase realsasi Penerimasn
Megara dari Pengalolasn Kekayaan
Megara dan Lalang
2 Persermase Produktivitas Ledang 1] 45 45 [=]x] &0 20 a0
3 Persermase Reaksasi Pokok Lelang 20 =] 41 T 70 100 100
a4 Persemase Penununan Outstanding 1D 30 30 60 [1] 100 10
Piutang Megara
s [ Tingkal hesesuaian Penggunasn BMN 50 50 55 55 B8 58
dengan Standas Barang dan Standar
Kebutuban
B | Perserase Darang Milik Megara a0 a0 &0 &0 100 100
Berupa Tarah yang Dissnipiatkan

T | Pessermase Penyelesaian Derkas 10 30 30 B0 60 100 100
Hasis Piutang Megara [BHPN)
E | Evalasi Kanera EMN [Ponokolio Asat) | 12 32 32 75 75 100 100
5 | Deviasi Fetergunaan Hasil Penilaan 75 75 75 75 5 = 75
10 | Fals-rata ndeks Penyelessan 70 70 70 70 70 70 70
Layanan Penilsian yang Agile, Efelkdl
dan Efisien
11 | Persermase Implementas) Digiaieas) 57 BT E7 77 77 o0 a0
Pedayanan Lelang
Bub IKI-1 Presentase Pelaksanasn o4 o4 B4 o4 T o4 o4
Letang E-Auction dan E-Comsertional
Asetion
Bub IKI-2 Presentase Pelaksanasn 20 40 40 B3 63 6 BE
Permahanan Lr_-lang Oindirne
12 | Deviasi Data PHEP Fungsonal DJEN | 15 15 15 15 15 15 15
13 | Tengkat Elekivilas Pembmasn dan ] &0 55 T
Tindak Lanjul Persebujuan
Pengelalaan Barang Mk Negasa
14 | Indeks Elektivilas ERCasiem 355 355 355 355
Kehumrasan (Skala | (Skalas 4) [Skala | (Skak
4) 4} 4)
15 | Implemenias Budays Kemenke Sata | 20 45 45 70 70 o0 a0
oli Wilayah




Perseriase Pengemibangan
Koempetensi Pesgawad

15

40

Indeks Pengelolaan Kinerja dan
Kualitas Manajerman Rigikos

Indelcs Fanerga Fual Palak
Arggaran

95,5 5.5

95,5

Presemase Kualitas Pengelalaan
BMIM dan Pengadaan

10

v

100

20

Incdledcs Integritas Ongansasi

&8z B9

E2. &0

o IKI-1 Indeks Imegrilas

BE.G7

BB, 67T

SublK]-2 Irdeks abrss
Penyelengganaan SPIP

00
(Lewvel 4)

o0
(Lewel 4}

Sulb IKI-3 Indeks Pengaeasan 4an
Pengendalian yarg Ehskesf

KOMNSEKLENSI

=

Apabida tarper Miraga tercapai maks dibsrikan penghangasn Sesusd kelsnfusn yang bekako

Apabila marper kirega taak feneanmi maka dib

yargy berfaku

T SR

T ey

Syukriah HE
197004191 236032001

Raonald Slaban
185604 231530101001
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Addendum
Perjanjian Kinerja 2023



ADENDUM PERJANJIAN KINER]A
NOMOR: 13-A/KN/2023

PFada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Perjanjian Kinerja nomor 1340 KN 3025
tanggal 3 Jarmar 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Feta Strategis sebelum adendome:

' 1
E
B
8
P
E
L4
T
]
W
E

A EEAE SRR AEEEASESEESsEEEEEEEEmEmEE’ P — e

Peta Strategis setelah adensdum:

PETA STRATEGIS KANWIL DJKN ACEH Z023

A =gNMAYT®>A A/
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a. Perubahan Nama Sasaran Strategis
Sebwelum Mirgadi
Ko 55] Gacsaran Stralegis Sasiran Strabogis
1 Peningkatan Konlribusi Kekavaan Negarm dan Peningkatan Konlribusi Kekavaan Negam
Lilang Terbadap Perckomomian vang Inklssil dan Lelang Terhadap Ferehonomian yvang
dan Berkelanjutan Akountahed, Inklusld, dan Berkelargatan

Penerapan Tata Kelols Plskang Megaa dan

Penerapan Tata Kelola Kekavaan Mogars dan
Lizlang vang Elekiil

Lizlang vang Elektil

k. Reposisi IKLSub-IKL antar Sazaran Strategiz dan Ferubahan Sob-

Sohelum Menjadi
Sararan Stralegis, Targe oy | SR Strategis/
Indikatos Kinerja sacd Popand

Ltama

IKL Menjadi IKL

Kande

Targel
55/ 1K L

Indikator Kinerja 5d.0)
Utans ol I

Lasirrriag anad groseti perspeclioe Stakefiedder perspectine

4

Penguatan Pengawasan-Pengendalian Iedemal 1 Peningkatan Konbribusi Kelavaan Megara dan
vamg Erekiin Lizlang Terbadap Perekomoamian vamng
Akunbabel, Inkdusl, dam Berkelaratan

7| BEE5 Indiks inbegrilas

Indiks inbegrilas - - 2 5]

c. Reposisi IKUSub-IKU antar Sasaran Strategis dan Ferubahan IKU Men
Seblum
Sasaran Strategis,

jadi Sub-IKL
Menjacdi
Tarpet Kode | SSEan Strategis) Target

= Indikator Kinerja - - | Indikator Kinera Hd.0)
S5y KL Ulama (% L] '.-ul(.l'1 M S5/ 1K Ulama 3 N

M

ST g il A N T ST g il A N T
Lamvrididg ditd gvoass e Pl Lomivridid g ditd gaosf e Pl

Pemgnaatan Taka Kelola dan Budaya Kesa g
Ko beil Salu dalam Eloosiebemn Kodalwrari]
Indeks Pengelelaan -
Kinerja dan

Penaatan Pergawasan-Pengendalian lsdernal
van Edekiir

- Hil Hil Indeks Pengelolaan &
Kimerja dan

Bl

Kualitas

Kualitas
Narapmen Risiko

Narapmen Risiko

d. HKeposisi IKU antar Sasaran Strategis dan Perabahan Nama IKU
Sehelum

Mo

Target Koy | SR Strategis/

Sasaran Strategis,
Indikatos Kinerja ) | Indikalor Kinera 54,
Ltamsa 54 M el L Ltamsa LA s

Tl process perspechiog

Kande
oKL

Tl process perspechioeg

Pengelolaan Kekayvaan Megara vang Optinal 5 Penerapan Tata Kebola Kekavaan Megara dan

Lizlang vang Elektil
Persimtiee Evaluasi| 75% HHPY  10600%
Kirerja BN

{Portobolio Acel)

Evaluzxsi Kinetja 7 % | 100%
BN | Postololio
A

10UFY

87



. Heposisi IKL antar Sasaran Stmategis

Sobalum

Menad

Sasaran Strategis,’ larpi

Kol | g ndikator Kinerja

Sy IK L] Uiama 3 (Sd O 4

e
51K ) 3 S|

Sasaran Strategis;
Indikater Kinera 54

Litamsa B

Fastermin! Priee Pt pieclioe

Lesivriing and ghosth pergpeclios

5 Penerapan Tata Kelol Piutang Megara dam
Lelang vang Elekiil

B

Penguatan PFenpelolasn Keuargan dam BN
vang Uprtisnsl

Deviael Drala PMEF
Fumgsiomal DjEMN

Ho-M

Deviash Dhala PRBF | 15%
Fumgsioral DJEMN

f. PFenaxmbahan [KLU

Alenjadi

Sobelum | Kode | Sasaran Strategis)
IKU  [indikator Kinerja Uk

Indeks Fengendalian
Inkefrul dan Kuslitae
Marajemen Kinerja
damn Risbhko

IEL barw yarg tendisd dari 2 Sub-LKL yaibs
Sub-lEL Indeks Pengawasan dan
Penpendalian vang Blekial dan Sub-TKL
Indeks Fengelolaan Kinerja dan Fuaalilas
Blarajemen Bisiko

£ PFenghapusan IKU dan Sub-IK'T

Sebedim

Imdikator Kimerja Litama

Penjidasan

Inadicks inbegritas oeganiaesi

LEL dihapiss dari FE Eamwil DJEMN Aceh kasena
Sub-IKU Imdeks inbegritas bergeser dan berubah
marrgadi 1L, Sab-15L Indeks maturitas
pevenggaraan SPIF dihapuss

Indiks Maturias Pervelenggaraan SELF

Sub-IKLU dihapauss dari PE Kamwil DJER Aoy
karena Fanwil INEN Aceh lidak termassk sampel
dalaen penilaiam Maturilace SP1P

h TFerubahan Trajectory Target IKU

Sobarlismm

Menjadi

Kaode | Indikalor Kinerja Target

Ltam o3 [ sd o

Indikaler Kinerja
Utama oA

Pirsatlaes il Bl
Produbktivilas
Ll

Prsail ik
Produktivitas
Lalang

Ik Klneeja
Kualitas
Polaksanasn
A paran

Indi-k= Kindrja
Kisalitaes
Pilaksanaan
ArE faran

Persimlace Kiaalilac
Pengelolaan BN
dan Peingadasn

Persomlace Kualilas
Pl s BN
dan Pemgadasn
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i. PFerubahan Kode Sub-IKL
Boode LKL
Sobdlumn Melenjasdi
Sa3-M Shi1-M Inueks Fengawasan dan Pengersdalian yarg Efckotif

Indikator Kirerja Liams

Adendum PE ini malai berlaku pada 1 Jobi tabon 200

Jakarta, 22 September IS
Kepala Kantor Wilavah DKM Aceh

Rionald Silybam Mofiansyvah
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SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERM MANDIRI

KEMENTERIAN KELMNGAN PERIODE PEMILAIAKN: 17 MARET 5D 31 DESEMBER TAHUN 2023
RO PEGAWAI YANG DINILAI L PEJABAT PENILAI KINER.JA
1 | HAMA Nofiansyah 1 | NAMA Rionald Slaban
2 |HIP 187411111984031001 2 | NP 185604731880101001
3 | PANGKAT! GOL RLUANG Pernbina Tingkal |, Wb 3 | PANGKAT/ GOL RUANG | Pembina ama, IVie
4 | JABATAN Kepala Kantor Wilayah Direkioral Jenderal 4 | JABATAN Dirediur Jenderal Kekayaan Negara
Kekayasn Megara Aceh
5 [ UNIT KERJA Karilor Wikayah Direkloral Jendesal Kekayasn | 5 | UNIT KERJA Direkloral Jenderal Kehayaan Negara
Negara Acsh
HASIL KERJA
INDIKATOR KINER.JA
NO RENCANA HASIL KERJA NOMDU TARGET PERSFEKTIF
1] 2 i3 [&] {5)
A UTAMA
1 | Peningkatan Konlribusi Kekayasn Negara dan Lelang Terhadap Perekanomian Preseriase Realisasi B3,82 Penerirma Layanan
yang Aluritabel, Inkdusil dan Berekanjulan Penerimaan Negara dari
Pengelolxan Kekayaan
Megara dan Lekang
Presenlase Produkiivias a0 Penefima Layanan
Lelang
Indeks Inbegrilas BA.67 Penerima Layanan
%
HASIL KERJA
INDIKATOR KINERJA
ND RENCANA HASIL KERJA INDMIDU TARGET PERSPEKTIF
] 7 ] ) B
2 | Pengedolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengquna Presentase Realisas Pokok 03,16 Penarima Layanan
Jaza Lelang
Preserlase Penurunan T4.25 Penerima Layanan
Cutstanding Piutang Negara
3 | Pengelolaan Kekayasn Megara yang Oplimal Tingkal Kesasuaan 68 Prosas Bisnis
Penggunaan BMN dangan
Standar Barang dan Slandas
Kebutuhan
Presenlase Barang Misk 100 Proses Bisnis
Magara berupa Tanah yang
Dizerlipiatian
Presanlase Pamyelesaian 83,33 Proses Bisnis
Berkas Kasus Futang Nagara
({BKPN)
4 | Pelaksanaan Perilaian yang Akunabel dan Prolesional Deviasi Keterguriaan Hasl 25 Proses Bisnis
Penilagan
Rata-rata Indeks Peryalesaian 70 Proses Bisnis
Layanan Penllaian yang Agle,
Efeklil dan Eflisien
5 [Penerapan Talta Kelola Kekayaan Negara dan Latang yang Efeiil Preserlase Implementasi 90 Proses Bisnis
Digilakeasi Pelayanan Lelang

5,
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HASIL KERJA

INDIKATOR KINERJA
ND REMCANA HAZIL KERJA INDIIDU TARGET PERSPEKTIF
i} ] €] @l &
Sub IKl-1 Persarlaze a4 Prosss Bisnis
Pelaksanaan Lelang E-Auction
dan E-Convertional Auclion
Sub IKl-2 Persenlase a8 Proses Bisnis
Palaksarman Permobonan
Letang Onling
Presenlase Evaluasi Kinerja o043 Proses Bisnis
BMM (Portaloks Aset)
6 | Pengawasan dan Pengendakan Kekaysan Negara yang Efeltil Tingkal Efeidivilas Pembinaan a8 Proses Bisnis
dan Tindak Lanjul Parsetujuan
Pengelolaan Barang Milik
Meagara
7 | Penguatan Tala Kelola dan Budaya Kerja Kemeniey Salu dalam Ekosistem Indeks Efeklivitas Ekosistam 3,55 Penguatan Irilemal
Kolaboratil Kehumasan alau Anggaran
{Skala 4)
Implamentasi Budaya a0 Penguatan Irlermal
Kemenkeu Salu d Wilayah alau Anggaran
Presanlase Pengembangan 100 Penguatan Inbemal
Kompelens Pegawai alau Anggaran
] Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMMN yang Oplimal Indeks Kinerja Kialilas 855 Penguatan Irnbemal
Pelaksanaan Anggaran alau Anggaran
HASIL KERJA
INDIKATOR KINER.JA
WO RENCAMA HASIL KERJA TARGET PERSPEKTIF
INDIVIDU
(n i2) (@ ) i3)
Presarilase Kualtas 100 Penguatan Inlamal
Pengelolaan BMN dan atau Anggaran
Pengadaan
Diasi Diata PHEP 15 Pengieatan |riemmal
Ful‘lgm| DuKN aitan .ﬁl'lg':lﬂlﬂl‘l
8 | Penguatan Pengawasan-Pangendaian Inlemal yang Efestil Indeks Pengendalian inbermal 70 Pengieatan |riemmal
dan Kiualitas uﬂl‘lﬂjﬂh\‘!ﬂ aitan .ﬁl'lg':lﬂlﬂl‘l
Kirefja dan Risko
Sub IKI-1 Indeks Pengawasan a0
dan Pangandakan yang Efeidil
Sub K12 Indeks Pengeiokan a0

Kirefja dan Kualitas
Maniaamen Risiko

E. TAMBAHAN

PERILAKL KERA

1| Berorienlasi petayanan
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PERILAKL KERJA

= Memahami dan memenuhi kebuluhan masyarakal
- Ramah, celatan, solulil, dan dapal dandalican
- Melakukan perbaikan tiada hanti

Ekspeklas Khisug Pimpinan:

Memberikan pelayanan sesual dengan kebuluhan kepada selunub pemangiu
keparilingan tanpa membeda-bedakan, berlindak berdasarkan kempetensi
diri. dan senantissa melakukan perbaikan datam rangka meningkatkan mutu
pelayanan.

2 Akunilabel

Melaksanakan lugas dengan jujur, berlanggung fawah, cesmal, teiphn, dan
berintagrilas irggi

Menggunakan kekaysan dan barang millk negana sscara bertanggung
jawalb, efekll, dan efisien.

Tidak menyalahgunakan kewsenangan jabalan

Ekspekias Rhusus Pimpinan.

Menjunjung dan mertaali nilai-nial kebenaran dalam berbagai silussi, penuh
Langgung jawab sama berani manyuarakan kebenaran guna menjaga nama
baik instilusi dan negara.

3 | Kemgelen
Merimghatkan kompelensl de urilk menjawab Eniangan yang sk EkspeRias Rhisus Pimpnan.
Berbah
Mernbaril ararg lain belagar Berdedikasi unbuk senanliasa bekerja sesusi lugas dan tanggung jawab,

Melaksanakan lugas dengan kualilas terbaik

mengoptimalian kompetensi yang dimiliki, serta bekedja secara efeklil dan
efisien dengan lefus-menens melakukan upaya pengembangan kompatensi
diri

4 Harmonis

FERILAKL KERJA

Menghargai seliap orang apagun Lalar belakangnya
Suka menolong arang lain
Membangun lingkungan kerja yang kondussl

Ekspeklati Khusus Pimpinan.

Bersikap positil & kooperalil dakam membangun kerjasama wnbuk mencapai
hasil kerja yang terbaik berlandasian keterbukaan seria sikap adi leshadap
semua pihak tanpa membedaikan derajat, hak, dan kewajiban.

5 |Loyal

Memegang leguh ideologi Pancasia, Undang-Undang Dasar Negara
Republix indonesia Tahun 1845, selia pada Negara Kesatuan Republi
Indamesia seria pemerintahan yang sah

Menjaga nama baik sesama ASN, Panginan, Instansi, dan Negara
Menjaga rahasis jabatan dan negara

Ekspekias Khusus Pimpnan

Menjunjung dan merisabi nilsi-nial kebenaran datam berbagai siluasi, penuh
tanggung jawab sera berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama
baik instiiusi dan negara

B | Adapll

Cepal menyesuaikan dri menghadagi perubatan
Terus berinovasi dan mengembangkan krealivitas
Berindak proaslil

Ekspekias Khusus Pimpnan

Melakukan peninjauan peledjasn dan menerima masukan datam upaysa
peningkatan Kualitas kerfa, serta proakil mencan peluang perbailan dengan
memarifaatkan mformas erkind

T [Fokabaoratil

Memberi Kesempatan kepada berbagai pihak urilul berkantibiusi
Terbuka dalam bekerja sama unbuk menghasilkan nifai tambah
Menggerakkan pemaniaatan berbagai sembendaya untuk tujlsan bersama

Ekspeklati Khusus Pimpinan.

EBersikap posilil & kooperatil dalam membangun kerjasama wnbuk mencagpai
hasil kerja yang berbaik berl andaskan keterbukasn serla sikap adi lerhadap
semisa pihak lanpa membedakan dersat, hak, dan kewajiban.

Pegavwai yang Diniai

Mefansyah
NIP 197411111984031001

%

Jakaria, 22 Seplember 2023
Pajabat Penitai Kineja,

Fiomald Siaban
NIF 185604231990101001
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LAMPFIRAN SASARAN KIKER.1A PEGAWAI

FERIODE PENILAIANM: 17 MARET S0 31 DESEMBER
TAHLUN 2023

KEMENTERIAN KEUANGAN

DUELINGAN SUMEBEER DAYA

1. | 40 pegawsi pads uni Kameil DIKN Acsh

2. | Pegawai membuluikan peralatan kerfa antara lein Rompatertaplop, alal wlis, den fain-
T,

SKEMA PERTAMGGELNGIAWARAN

1. Hasd kevja dieporkan secars Irwulanan

Pl e il s
resalisasi
Fenerimaan

1 Megara dari 0,05 30 30 ED BD gog2 | BogEz
Pergelobasn
Kekayaan Megara
dan Letarg

P sy s
2 Prod uliivitas | 45 45 B0 &0 B 80
Ledamg

3 Indeks Inbegpitas - . - . . a88.E7 88 87

P sy s
4 Realisasi Polok 13,16 40 40 il Filt] g3,16 93,16
Lok

P e ] s
Feruwrunan
5 Outstanding a.10 30 30 &0 o Td4.25 74,25

Piutang Negara
Tinghkat

Keaaaiasan
Perpgundan
=] BN dengan - 50 50 55 55 £A a8
Slandar Barang
dan Stardar
Kebuluhan
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Feraamlasa
Baramg Milik
Negara berupa
Tanab yamng
Diseipikalkan

40

40

&0

100

L]

Feraamlasa
Peryelesaian
Bierkas Kasus
Piutang Negara
(BEPN)

833

ad

&0

88,33

98,33

Dhesvi s
K etergunsan
Hasil Parilaian

25

25

25

25

25

23

25

Rata-rala ndeks
Peryalesaian

0

Layanan
Penilaian yang
Agile, ETekif dan
Efisien

70

T

T

Fi

i1

Feraamlasa
vl v il ek
Digiafisasi
Pelayanan Lelang

a7

ar

LiT)

I

Sub K1
Feraanasa
Felaksanaan
Ledang E-Auclian
dan E-
Canvertional
Aucstian

B4

Sub K2
Feraamlasa

Pelaksanaan
Permohonan

Ledang Online

40

40

63

63

12

P v il o
Evaliasi Kinedja
BMN [Ponofolio
Asel)

243

3z

32

TS5

Th

8043

90,43

13

Tingkal Elekiivilas
Pembinaan dan
Tindak Lanjul
Perselujuan
Penpelolaan

30

a0

88
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Barang Milik
Megars

14

Indeks Elellivilas
E KiErstesm
Eehurmasan

3,55
{Shala
d)

3,55
(Skala
4]

3,55
[Skaka 4)

3,55
[Shala
d})

3,55
(Siala
4]

15

lerglermeariasi
Budayas
Kemankal Salu
di Wikayah

45

45

O

18

Plersanlase
Pengembangan
Kompelensi
Pegawai

15

40

T3

7o

100

100

17

Indeks Knerja
KLt s
Pelaksanaan

A paran

95,5

85,5

85,5

95,5

95,5

B5.5

18

P regenlsa
LATCTHE
Fenpelotaan BN
dan Pengadaan

100

100

19

DCrerviarsi Data
FPHEF Fumngsional
OJEN

15

15

15

15

15

15

15

I eshos
Pengendalian
Inbarnal dan
K isalitas

Manajemean
Kinarja dan Fiaiko

Ta

Sub KR Indeks
Pengawasan dan
Pengendalian
yang Efekiil

Sub K2 Indeks
Fengelokaan
Kinerja dan

K s lilas

M anajermean
Risiko
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KOMNSEKILEMSI

1. Apahila tarpet KINSqs [Sfcaps’ maks ciberfian Denghargeasn eS0T HelerlLEan ey berraku

=. Apahila tarped kiners hirak fsrcaps maks fibenkan pembines daraliag Sevisd Sesus
Aeeteniiag pang bedaki

Pegawai yamg Dinlai

Riaormnald Silakan
MNIF 19741111 199403 1001 MNIF 196604235 1990107001
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